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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Reformulasi berarti memformat kembali keadaan atau apapun yang ada 

karena dianggap jauh dari kata ‘ideal’. Dalam konteks sistem hukum (Legal 

System), yang terdiri dari “Legal Substance, Legal Structure, dan Legal Culture”, 

reformulasi ini berfokus pada rekonstruksi substansi hukum pidana. Hal ini 

mencakup pembaharuan hukum pidana materil (KUHP) dan undang-undang di 

luar KUHP, serta hukum pidana formal (KUHAP), yang bertujuan untuk 

menyelaraskan aturan yang ada dengan kebutuhan hukum yang lebih efektif dan 

responsif terhadap perkembangan masyarakat)1. 

Sebagai bagian dari upaya pembaharuan, pembuatan kebijakan reformulasi 

merupakan tahap perumusan kebijakan dalam proses legislasi peraturan 

perundang-undangan. Dengan demikian, kebijakan formulasi hukum pidana dapat 

dimaknai sebagai usaha untuk merancang serta menyusun perundang-undangan 

pidana yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip keadilan. Pada tahap ini, 

formulasi hukum sering disebut sebagai tahap penegakan hukum in abstracto oleh 

badan legislatif yang berwenang.2 

Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berupa norma yang berlaku secara 

 
1 Muhammad Anthoni, Reformulasi Pasal 109 Kuhap Tentang Penghentian Penyidikan Sebagai 

Bagian Dari Upaya Rekonstruksi Terhadap Hukum Pidana Indonesia, Tesis, Program Pasca 

Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019, Hlm. 1. 
2 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana 

Penjara, Cetakan Ke-3, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hlm. 4 
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tertulis, tetapi juga mencakup perangkat-perangkat hukum yang dibuat 

oleh pemerintah melalui badan-badan yang berwenang. Berbagai peraturan 

tertulis seperti undang-undang dasar, undang-undang, keputusan presiden, 

peraturan pemerintah, dan peraturan daerah menjadi dasar bagi sistem hukum 

nasional. Selain itu, keputusan-keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan 

hukum tetap (jurisprudensi) juga menjadi sumber hukum tertulis yang memiliki 

kedudukan penting dalam sistem hukum.3 

Pembaharuan hukum pidana dalam sistem hukum pada hakikatnya 

merupakan upaya untuk meninjau dan membentuk kembali (reorientasi dan 

reformasi) aturan yang ada agar selaras dengan perkembangan nilai sosio-politik 

dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, reformulasi hukum 

pidana tidak dapat dilepaskan dari penggalian nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai-

nilai ini, yang menjadi sumber hukum pidana positif, meliputi hukum adat, hukum 

agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan internasional terkait kajian 

hukum pidana. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus 

dilakukan secara kontekstual dan beradaptasi dengan dinamika sosial yang 

berkembang.4 

Lebih lanjut, pembaharuan dalam sistem hukum harus mempertimbangkan 

empat aspek utama, yaitu: 1) aspek filosofis, yang mencerminkan nilai-nilai dasar 

dalam sistem hukum; 2) aspek asas-asas hukum, yang menjadi pedoman dalam 

penerapan hukum; 3) aspek normatif, yang mencakup norma, hukum, serta 

 
3 Soerdjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, 

Hlm. 25-26. 
4 Bani Syarif Maula, Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realitas Hukum Islam 

Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik, Aditya Media Publishing, Malang, 2010, Hlm. 10. 
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peraturan perundang-undangan; dan 4) aspek sosiologis, yang menyoroti 

masyarakat sebagai subjek dan pendukung sistem hukum. Keempat aspek ini 

membentuk satu kesatuan yang menjadi fondasi sistem hukum nasional).5 

Salah satu contoh relevan yang menunjukkan pentingnya pembaharuan 

hukum dalam sistem hukum pidana adalah tindak pidana money laundering. 

Kejahatan ini merupakan proses atau upaya untuk menyamarkan asal-usul uang 

yang diperoleh dari hasil tindak pidana dengan cara memindahkan atau 

mengalihkan aset tersebut sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber 

yang sah. Oleh karena itu, reformulasi hukum pidana dalam menangani tindak 

pidana money laundering menjadi suatu kebutuhan yang mendesak agar sistem 

hukum dapat memberikan respons yang lebih efektif terhadap kejahatan 

finansial yang semakin kompleks. 

Tingginya tingkat perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi- 

informasi dan derasnya arus globalisasi di sektor keuangan khususnya perbankan, 

membuat industri keuangan ini menjadi lahan yang sangat “empuk” bagi kegiatan 

pencucian uang. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan industri perbankan untuk 

kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk yang ditawarkannya cukup 

bervariasi.6 

Di Indonesia, hal ini diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak 

 
5 Mudzakir, Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi, Program 

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, Hlm. 284 
6 Haswandi, Lilik Mulyadi Dan Budi Suhariyanto, Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Pencucian Uang, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2017, Hlm. 19 
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Pidana Pencucian Uang, dimana pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak 

pidana: 

1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang 

menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, 

menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, 

menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas. 

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan 

menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. (Pasal 3 

undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010). 

2. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang 

yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, 

hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta 

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Hal tersebut 

dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun 

dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan 

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010). 

3. Dalam pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 2010, dikenakan pula bagi 

mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang 

dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan 

asal-usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau 
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kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau 

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 2 ayat (1). 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menjadi dasar hukum 

utama dalam pemulihan aset hasil tindak pidana pencucian uang, dengan 

ketentuan yang mengatur pencucian uang aktif (Pasal 3), penyamaran asal-usul 

aset (Pasal 4), penerimaan harta hasil kejahatan (Pasal 5), serta mekanisme 

penyitaan dan perampasan aset meskipun telah dialihkan kepada pihak lain (Pasal 

67)7. Namun, dalam praktiknya, proses pemulihan aset menghadapi berbagai 

hambatan, seperti teknik layering yang digunakan pelaku untuk menyebarkan 

dana ke berbagai instrumen keuangan sehingga sulit dilacak8, serta penggunaan 

teknologi seperti mata uang kripto yang memperumit investigasi keuangan. Selain 

itu, pemulihan aset sering kali lebih berfokus pada perampasan oleh negara 

dibandingkan pengembalian kepada korban, sementara banyak korban tidak 

menyadari hak mereka atas restitusi atau mengalami kendala hukum dalam 

membuktikan klaimnya. Kasus-kasus besar seperti skandal Jiwasraya dan Asabri 

menunjukkan bagaimana aset hasil tindak pidana sering diinvestasikan dalam 

properti dan saham, memperumit proses pelacakan dan pemulihan. Hambatan 

lainnya adalah kurangnya koordinasi antarinstansi, panjangnya prosedur hukum, 

serta kesulitan kerja sama internasional dalam mengembalikan aset yang telah 

 
7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang 
8 Welling, B. (2003). The Process of Money Laundering and Its Impact on Financial Systems. New 

York: Financial Crimes Research Institute 
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dialihkan ke luar negeri. Oleh karena itu, meskipun UU TPPU telah menyediakan 

dasar hukum yang kuat, implementasi pemulihan aset masih perlu diperbaiki 

melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan koordinasi penegak hukum, serta 

pemanfaatan teknologi dalam investigasi agar pemulihan aset lebih efektif dan 

dapat memberikan keadilan bagi korban tindak pidana pencucian uang. 

Aktivitas money laundering memiliki pengaruh kuat yang mendatangkan 

akibat risiko pada kestabilan keuangan serta perekonomian secara merata. 

Perbuatan pidana pada kejahatan money laundering adalah salah satu tindak 

pidana yang mempunyai berbagai dimensi serta keluar dari batas-batas negara 

yang sering kali menyangkut jumlah uang yang cukup besar. Menurut welling, 

money laundering adalah “the process by which one conceals, the existence, 

illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to 

make apprear legitimate.”9 

Berbagai kejahatan yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan. 

Pencucian uang atau money laundering adalah serangkaian tindakan yang 

dilakukan oleh pelaku kejahatan tindak pidana untuk mendapatkan keuntungan 

dari hasil kejahatan tersebut. Maksud dari tindak pidana itu adalah untuk 

menghilangkan jejak serta menyamarkan sumber asal dari uang yang 

diperolehnya. Pelaku tersebut menyamarkan sumber dana yang masuk dengan 

cara mengubah bentuknya, misalnya seperti membeli saham atau mengalihkan 

uang itu ke suatu tempat yang jauh kemungkinannya dapat menarik simpati atau 

perhatian aparat penegak hukum. Dengan cara seperti itu pelaku kejahatan 

 
9 Yudi Krismen, Delik-Delik Ekonomi Di Luar KUHP Jilid 1, Rajawali Pers, Depok, 2020, Hlm. 

183-186 
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mengupayakan agar dana hasil tindak pidana pencucian uang itu didapatkan 

secara legal dan sah untuk mengelabui sumber asalnya. Pencucian uang atau 

money laundering terjadi melalui tiga tingkatan yaitu penempatan atau placement, 

melapisi atau layering, serta integrasi atau integration.10 

Sistem peradilan pidana merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya 

pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah 

melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi 

sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana 

mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini 

berupa hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan 

pidana.9 pada kehidupan bermasyarakat di indonesia, nilai-nilai dan norma-norma 

hukum di junjung tinggi untuk kedamaian hidup disuatu negara. Apabila 

terjadinya tumpang tindih antara das sein dan das sollen maka tatanan kehidupan 

tidak akan berjalan dengan baik. 

Perlindungan hukum kepada hak-hak korban dalam penyelesaian perkara 

pidana merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia, dimana 

penegakannya akan selalu bersinggungan dengan para penegak hukum itu sendiri. 

Perlindungan hukum bagi hak-hak korban sangat diperlukan, terutama para 

korban dalam proses penyelesaian perkara pidana yang selama ini merasa tidak 

mendapat perlindungan oleh hukum yang memadai. Dalam hal ini akan ditelusuri 

bagaimana peradilan pidana dapat mewujudkan perlindungan kepada korban 

dengan mengakomodasikan hak-hak korban dari data kejahatan yang telah 

 
10 Yunus Husein, DKK, Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan 

Pemulihan Aset di Pasar Modal, Cetakan pertama, Perpustakaan Nasional RI, 2018, hlm. 59 
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diproses dan diseleksi oleh aparat penegak hukum dalam bekerjanya criminal 

justice system yang dialami oleh korban tersebut. 

Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundry) sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang sesungguhnya bukan sekedar kriminalisasi, 

namun dengan perangkat yang ada didalam undang-undang tersebut baik 

substansi hukum dan struktur hukum pencukung antara lain PPATK (Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) seyogyanya juga sudah dapat 

digunakan untuk mengikuti aliran uang hasil kejahatan (follow the money 

termasuk aset korban kejahatan oleh pelaku yang telah dialihkan. Sebab jika 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang hanya mengedepankan untuk 

memidana pelaku tanpa memulihakan aset korban yang mengalami kerugian, 

maka penegakan hukum akan semakin jauh dari hakekat tujuan keadilan terlebih 

bagi korban tindak pidana sehingga menelusuri kemana aliran uang (asset tracing) 

dengan tujuan untuk memulihkannya kepada korban yang telah dirugikan secara 

ekonomi tersebut. 

Sampai saat ini, dimanapun terjadinya pencucian uang ada dua cara modern 

dan cara tradisional. Walaupun dikatakan bahwa tidak ada dua sistem pencucian 

uang yang sama, namun pada umumnya proses pencucian uang modern terdiri 

dari tiga tahap, yaitu placement, layering dan integration. 

Dalam hal hasil kejahatan masih utuh tersimpan pada tahap placement dan 

setelah ditelusuri diketahui secara pasti uang/aset yang tersimpan tersebut adalah 

hasil kejatahatan, maka penyelesaian pengembaliannya cenderung mudah yaitu 
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uang/aset tersebut dikembalikan kepada korban melalui putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh Jaksa selaku pejabat yang 

berwenang melakukan pelaksanaan putusan pengadilan (execution). Apabila 

tahapan pencucian uang tersebut sudah sampai pada tahap Integration maka sudah 

sangat sulit untuk memisahkan dan membedakan mana aset hasil kejatahan dan 

mana aset sah dari pelaku tindak pidana itu sendiri. Sebagai suatu contoh, pelaku 

kejahatan penggelapan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah 

melakukan pencucian uang yang telah sampai tahap integration dimana uang 

tersebut disatukan dengan uang sah untuk membeli properti senilai Rp. 

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan catatan Rp. 9.000.000.000,- 

(sembilan milyar rupiah) adalah uang sah pelaku tersebut. Tidaklah mungkin 

seluruh properti tersebut akan dikembalikan atau diserahkan kepada korban, sebab 

kerugian korban hanyalah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis mekanisme perlindungan hukum dalam pemulihan aset tindak 

pidana pencucian uang yang telah bercampur dengan aset pribadi pelaku. 

Penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana efektivitas regulasi yang ada dalam 

mengakomodasi hak-hak korban serta menelusuri tantangan yang dihadapi dalam 

implementasi kebijakan pemulihan aset dalam sistem peradilan pidana di 

Indonesia.  

Dengan memahami kompleksitas permasalahan ini, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum pidana, 

khususnya dalam menciptakan regulasi yang lebih efektif dalam menangani 



10 
 

 

tindak pidana pencucian uang dan memulihkan aset korban secara adil dan 

proporsional. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perlindungan hukum dalam pemulihan aset bagi korban tindak 

pidana pencucian uang?  

2. Apa Faktor yang menghambat perlindungan hukum dalam pemulihan aset 

bagi korban tindak pidana pencucian uang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam pemulihan aset bagi korban 

tindak pidana pencucian uang 

2. Untuk mengetahui  Faktor yang menghambat perlindungan hukum dalam 

pemulihan aset bagi korban tindak pidana pencucian uang  

1.4.Manfaat Peneitian 

1. Manfaat teoritis  

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

khususnya tentang perlindungan korban dalam TPPU terhadap system 

peradilan bagi pengembangan imu hukum khususnya hukum pidana 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memecahkan pemulihan asset 

korban TPPU, khususnya terkait pemerberian saksi dalam system 

peradilan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kebijkan Kriminal Dalam Penanggulangan 

Pencucian Uang 

2.1.1 Kebijakan Kriminal Tentang Kejahatan Pencucian Uang 

Kejahatan pencucian uang (money laundering) muncul pertama kali di 

Amerika Serikat pada awal abad ke-20, ketika perusahaan- perusahaan 

pencucian pakaian (laundry) digunakan oleh para mafia untuk pemutihan/ 

pencucian uang yang diperoleh dari perbuatan ilegal dengan cara membeli 

perusahaan-perusahaan laundry tersebut, sehingga seolah- olah uang yang mereka 

kumpulkan itu berasal dari bisnis mencuci pakaian.11 Undang-undang dasar 

sangat menekankan pada unsur budaya hukum. Apabila substansi dengan struktur 

menyangkut hal-hal yang eksternal, maka budaya hukum bersifat internal. 

Budaya hukum dimulai dari nilai dan sikap yang kemudian mewujudkan diri 

dalam bentuk prilaku, yaitu perilaku hukum. Perilaku huum yang ideal 

merupakan fungsi dari pengetahuan hukum, penghormatan terhadap hukum, 

pendidikan dan disiplin. 

Berbagai bentuk reaksi atau respon sosial dapat dilakukan untuk 

menanggulangi kejahatan, antara lain dengan menggunakan hukum pidana. 

Dengan demikian penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik 

 
11 Juni Sjafrien Jahja, Melawan Money Laundering: Mengenal, Mencegah, & Memberantas 

Tindak Pidana Pencucian Uang, Visi Media, Jakarta, 2012, Hlm.4 
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kriminal. Tugas sistem adalah mencegah terjadinya korban kejahatan maupun 

mencegah bahwa 

mereka yang sedang ataupun telah selesai menjalani pidana tidak mengulangi 

lagi perbuatan mereka yang melanggar hukum. Cakupan tugas sistem ini meliputi: 

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. 

b. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas 

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. 

c. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak 

mengulangi lagi perbuatannya. 

Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan bukan saja tanggung jawab 

kepolisian. Pengadilan dan kejaksaan juga ikut bertanggung jawab melalui 

putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Putusan yang tidak adil maupun 

tidak berhasilnya pengadilan memberikannya pidana terhadap pelaku, akan 

menggoyahkan kepercayaan masyarakat pada hukum. Ketidak adilan ekonomi 

dapat pula mendorong terjadinya kejahatan. Akibatnya mereka cenderung mencari 

jalan pintas memilih bentuk pelanggaran hukum. Keuntungan bisa terdiri dari 

perolehan uang yang besar dalam waktu singkat, sementara resiko mungkin 

dirasakan relatif kecil menurut persepsi mereka. Seseorang berani melakukan 

kejahatan karena keuntungan yang diharapkan melebihi keuntungan yang 

diperoleh melalui waktu dan sumber daya dalam bidang profesi yang lain. 

Politik kriminal, yakni kebijakan pemerintah dalam melakukan pencegahan 

dan penaggulangan kejahatan. Sehingga kebijakan kriminal bermakna 

mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana 
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yang baik. Politik kriminal merupaan bagian dari politik penegakan hukum dalam 

arti luas. Sutherland merumuskan white collar crime sebagai kejahatan yang 

dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan 

terhormat dalam pekerjaannya. Pesan moral dan politik dalam istilah white collar 

crime mengandung dua elemen, pertama status pelaku tindak pidana dan kedua 

kejahatan tersebut berkaitan dengan karakter pekerjaan atau jabatan tertentu. 

Sutherland ingin menegaskan tuntutannya berupa keadilan yang sama dan 

sederajat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana.12 

Dalam the national money laundering strategi for 2000, yang diterbitkan 

maret 2000 oleh pemerintah amerika serikat dikemukakan, pemberantasan money 

laundering atau pencucian uang penting karena tiga hal yaitu: 

a. Money laundering adalah sarana penting bagi kejahatan yang 

menghasilkan uang, baik kejahatan narkoba, kecurangan atau 

bentuk kejahatan lainnya. 

b. Money laundering membantu para pejabat negara asing 

melakukan korupsi untuk dapat menyembunyikan kekayaan 

masyarakat yang diperolehnya secara tidak jujur, sering kali 

kekayaan itu berupa kekayaan yang diberikan oleh pemerintah 

amerika serikat untuk keperluan meningkatkan kehidupan 

warga negara. 

c. Pemberantasan money laundering membantu amerika serikat 

untuk mempertahankan integritasnya dari sistem keuangan 

 
12 Pathorang Halim, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi, 

Total Media, Yogyakarta, 2013, Hlm. 71-74. 
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dan lembaga- lembaga terhadap pengaruh jelek dari uang hasil 

kejahatan 

 Pencucian uang merupakan tindakan kriminal yang bertujuan 

menyamarkan asal-usul uang hasil tindak pidana agar tampak legal. Kejahatan 

ini berdampak serius terhadap perekonomian, keadilan sosial, serta keamanan 

nasional. Praktiknya sering kali berkaitan dengan kejahatan berat seperti 

narkotika, korupsi, perdagangan manusia, dan terorisme. Dalam praktiknya, 

pencucian uang dilakukan melalui tiga tahap utama: placement (penempatan 

uang ke sistem keuangan), layering (menyembunyikan jejak melalui transaksi 

kompleks), dan integration (menggunakan uang dalam aktivitas sah). Ketiga 

tahap ini dirancang agar uang hasil kejahatan sulit dilacak oleh penegak hukum. 

 Di Indonesia, kebijakan kriminal untuk menanggulangi pencucian uang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). UU ini merupakan 

bentuk penyempurnaan dari UU sebelumnya dan menjadi dasar hukum utama 

dalam menjerat pelaku pencucian uang. Tujuan utamanya adalah memberikan 

efek jera serta mencegah penggunaan sistem keuangan nasional sebagai sarana 

kegiatan kriminal. Kebijakan ini memperjelas ruang lingkup pencucian uang 

dan menetapkan prosedur hukum serta tanggung jawab lembaga terkait dalam 

mendeteksi, menganalisis, dan menindak kejahatan tersebut. 

 Untuk dikategorikan sebagai pencucian uang, beberapa unsur hukum 

harus terpenuhi: adanya harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana; 

terdapat tindakan menyamarkan, menyembunyikan, atau mentransfer harta 



15 
 

 
 

tersebut; serta niat untuk menghindari proses hukum dan menjadikannya 

tampak sah. Dalam UU TPPU, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 

20 tahun dan denda hingga ratusan miliar rupiah, tergantung pada tingkat 

keterlibatan dan nilai transaksi. Selain pidana, harta hasil pencucian uang dapat 

disita dan dirampas untuk negara. 

 Lembaga yang memiliki peran penting dalam kebijakan ini adalah 

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). PPATK bertugas 

menerima, menganalisis, dan mengevaluasi laporan transaksi keuangan 

mencurigakan dari lembaga keuangan dan profesi non-keuangan tertentu. 

Lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, dan profesi seperti notaris, akuntan, 

serta pengacara diwajibkan untuk melaporkan transaksi mencurigakan dan tunai 

dalam jumlah besar. Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan ini dapat 

dikenai sanksi administratif hingga pidana. 

 Untuk memperkuat kebijakan nasional, Indonesia juga menjalin kerja 

sama internasional dalam memerangi pencucian uang lintas negara. Indonesia 

tergabung dalam Financial Action Task Force (FATF), Asia/Pacific Group on 

Money Laundering (APG), dan bekerja sama dengan Interpol serta lembaga 

keuangan internasional lainnya. Melalui kerja sama ini, aparat penegak hukum 

dapat saling bertukar informasi, membekukan aset di luar negeri, dan menindak 

pelaku lintas yurisdiksi. Ini penting mengingat praktik pencucian uang sering 

dilakukan melalui sistem keuangan global dan perusahaan cangkang. 

 Meskipun sudah terdapat regulasi dan lembaga yang kuat, penegakan 

hukum terhadap pencucian uang masih menghadapi tantangan besar, seperti 
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keterbatasan akses data, kompleksitas transaksi digital, dan kolusi antar pihak. 

Oleh karena itu, diperlukan reformasi berkelanjutan, pelatihan penegak hukum, 

serta edukasi kepada pelaku industri keuangan agar lebih waspada dan patuh 

terhadap peraturan. Dengan sinergi antar lembaga, partisipasi masyarakat, dan 

komitmen internasional, kebijakan kriminal terhadap pencucian uang 

diharapkan mampu mengurangi ruang gerak pelaku dan melindungi integritas 

sistem keuangan nasional. 

2.1.2 Sistem Keuangan Dalam Pemberantasan Kejahatan Pencucian Uang 

Seiring kemajuan komunikasi dan transportasi membuat dunia terasa semakin 

sempit, sehingga penyembunyian kejahatan dan hasil- hasilnya menjadi lebih 

mudah dilakukan. Pelaku kejahatan memiliki kemampuan untuk berpindah-pindah 

tempat termasuk memindahkan kekayaannya ke negara-negara lain dalam 

hitungan hari, jam, menit, bahkan dalam hitungan detik. Dana dapat ditransfer 

dari satu pusat keuangan dunia ke tempat lain secara real time melalui sarana 

online system.13 

Dalam sistem keuangan terkait lembaga-lembaga keuangan serta busa tempat 

terjadinya transaksi, yang dapat dirinci, pertama kelompok perbankan termasuk 

bank central selaku otoritas moneter. Kedua kelompok non perbankan misalnya 

lembaga keuangan non bank, perusahaan asuransi. Ketiga bursa bank, pasar uang 

maupun pasar modal.14 Perlu adanya kerjasama terpadu dengan lembaga-lembaga 

lain baik milik pemerintah maupun swasta yang mencakup lembaga pemerintah 

 
13 Ibid, Hlm. 76-77. 
14 Muhammad Yusuf, Dkk, Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang, The Indonesia Netherlands National Reform Program, Jakarta, 2011, Hlm. 4. 
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antara lain, departemen kehakiman, kepolisian, bea cukai dan lain-lain. Para 

pelaku dalam sistem keuangan yaitu bank dan non bank.15 

Secara komparatif hukum, rezim anti pencucian uang dihampir seluruh 

negara menempatkan pencucian uang sebagai salah satu kejahatan yang tidak 

bergantung pada kejahatan asal dalam hal akan dilakukan proses penyidikan 

pencucian uang.16 Pada umumnya proses pencucian uang terdapat tiga tahapan 

yang mana ketiganya dapat terjadi dalam waktu bersamaan di satu transaksi saja 

atau dalam beberapa kegiatan transaksi yang berbeda, yaitu:17 Tahap Penempatan. 

Setelah uang hasil kejahatan masuk dalam sistem keuangan, pencuci uang akan 

terlibat dalam serentetan tindakan konversi atau pergerakan dana yang 

dimaksudkan untuk memisahkan atau menjauhkan dari sumber dana. Tahap 

Pengumpulan (Integration Stage) Dalam tahapan ini merupakan upaya 

menggunakan harta hasil kejahatan yang tampak sah. 

Sistem keuangan memainkan peran krusial dalam upaya pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang, karena sebagian besar aktivitas pencucian uang 

dilakukan melalui lembaga keuangan formal. Dalam praktiknya, para pelaku 

kejahatan memanfaatkan celah di sistem ini untuk menyamarkan asal-usul uang 

yang diperoleh dari tindak pidana seperti korupsi, narkotika, perdagangan 

manusia, dan terorisme. Untuk itu, sistem keuangan wajib menjadi benteng awal 

dalam mendeteksi, mengendalikan, dan melaporkan aktivitas keuangan yang 

mencurigakan, demi menjaga integritas ekonomi nasional. 

 
15 Pathorang Halim, Op.,Cit, Hlm. 103-105. 
16 Andrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm. 228. 
17 Yenti Ganarsih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia.. 

Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 204. 
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Salah satu prinsip utama dalam mencegah pencucian uang adalah penerapan 

prinsip Know Your Customer (KYC), yang mewajibkan lembaga keuangan untuk 

mengenal dan memverifikasi identitas nasabah. Hal ini diikuti dengan Customer 

Due Diligence (CDD), yakni kewajiban memantau perilaku transaksi nasabah 

secara berkelanjutan. Bila terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan profil 

nasabah atau mencurigakan, maka lembaga wajib menyampaikan laporan dalam 

bentuk Suspicious Transaction Report (STR) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu, laporan transaksi tunai besar (Cash 

Transaction Report/CTR) juga wajib disampaikan. 

PPATK merupakan lembaga intelijen keuangan yang memiliki peran utama 

dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyampaikan hasil temuan kepada 

aparat penegak hukum. Agar proses pelaporan dan pemantauan dapat berjalan 

dengan cepat dan efisien, sistem keuangan nasional telah mengadopsi sistem 

pelaporan elektronik. Hal ini memungkinkan lembaga keuangan untuk 

melaporkan STR dan CTR secara digital dan terintegrasi, sehingga meningkatkan 

efektivitas deteksi dini terhadap pola pencucian uang yang semakin kompleks dan 

canggih. 

Lembaga keuangan diwajibkan menjalankan pelatihan berkala bagi pegawai, 

agar mereka memahami indikator pencucian uang dan cara melaporkannya sesuai 

prosedur hukum. Hal ini penting karena tanpa kesadaran dan pengetahuan di 

tingkat operasional, sistem yang baik bisa saja dilewati oleh pelaku kejahatan. 
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Peraturan perundang-undangan seperti UU No. 8 Tahun 2010 memberikan dasar 

hukum yang kuat, dilengkapi dengan regulasi dari Bank Indonesia dan OJK yang 

mengatur teknis operasional dan sanksi terhadap pelanggaran. 

Peran pengawasan dalam sistem keuangan dilakukan oleh OJK yang bertugas 

memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap ketentuan anti-pencucian uang 

dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT). Tidak hanya bank, sektor jasa 

keuangan non-bank seperti asuransi, sekuritas, fintech, koperasi, dan manajer 

investasi juga termasuk dalam kategori pelapor. Keterlibatan seluruh komponen 

industri keuangan sangat penting mengingat keragaman metode pencucian uang 

yang memanfaatkan sektor-sektor yang pengawasannya lebih longgar. 

Karena pencucian uang sering melibatkan jaringan lintas negara, kerja sama 

internasional juga menjadi elemen penting. Indonesia aktif berpartisipasi dalam 

forum global seperti Financial Action Task Force (FATF) dan Asia/Pacific Group 

on Money Laundering (APG) untuk meningkatkan sinergi antarnegara dalam 

pelacakan dan pembekuan aset hasil kejahatan lintas batas. Dengan penguatan 

sistem keuangan yang transparan, regulasi yang ketat, pengawasan yang 

konsisten, serta kerja sama nasional dan internasional, pemberantasan pencucian 

uang dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh. 

2.1.3 Teori Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang 

Sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah aturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan.18 Sistem 

 
18 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 

2002, Hlm. 123. 
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Pemidanaan yang dituangkan perumusannya di dalam undang- undang pada 

hakikatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana. dari 

Pernyataan tersebut secara implisit terkandung makna bahwa sistem pemidanaan 

memuat kebijakan yang mengatur dan membatasi hak dan kewenangan pejabat 

atau aparat negara di dalam mengenakan atau menjatuhkan pidana. Di samping itu 

sistem pemidanaan juga mengatur hak atau kewenangan warga masyarakat pada 

umumnya.19 

Tidaklah sah dan bertentangan dengan esensi negara hukum, bilamana 

terdapat suatu perbuatan yang tidak ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan pengaturannya (khususnya pemidanaannya) tetapi dilakukan 

penghukuman terhadapnya. Pada asasnya, menjatuhkan pidana secara sewenang-

wenang atau berlebihan merupakan suatu kekejian terhadap hak asasi manusia.20 

Selaras dengan asas nullum crimen, noela poena sine lege praevia. Artinya tidak 

ada perbuatan pidana, tidak ada pidana  tanpa  undang-undang  sebelumnya.21  

Soedarto,  memberikan pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja 

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-

syarat tertentu. 

Teori pemidanaan selalu menjadi landasan yang berkembang dalam praktek 

pemidanaan, tidak mencantumkan secara jelas tujuan yang hendak dicapainya. 

Sehingga hal tidak jelas menjadi rancu, kemudian berakibat tidak sesuainya 

dengan landasan falsafah pemidanaan sebagai pemulihan atau rehabilitasi serta 

 
19 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum 

Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm. 2. 
20 Edward O. S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, 

Hlm. 59. 
21 Ibid, hlm 60 
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falsafah perbaikan atau refarasi yang memberikan perhatian pada korban dan 

pelaku dan juga falsafah pembalasan atau incapation22. 

Teori pemidanaan merupakan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis 

dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan, termasuk dalam kasus tindak 

pidana pencucian uang. Kejahatan ini tergolong extraordinary crime karena 

dampaknya sangat luas terhadap stabilitas ekonomi, keadilan sosial, dan integritas 

sistem keuangan. Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan terhadap pelaku 

pencucian uang harus dilakukan secara serius dan strategis. Tujuannya tidak 

hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah pengulangan, menimbulkan efek 

jera, serta memulihkan kerugian negara dan masyarakat. 

Terdapat tiga teori utama dalam pemidanaan: teori absolut (retributif), teori 

relatif (utilitarian), dan teori gabungan. Teori absolut memandang pidana sebagai 

balas dendam yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan pelaku. Sementara itu, 

teori relatif lebih menekankan pada pencegahan kejahatan di masa depan melalui 

efek jera dan rehabilitasi. Teori gabungan menggabungkan keduanya dan banyak 

digunakan dalam sistem hukum modern, termasuk Indonesia. Dalam konteks 

pencucian uang, teori gabungan dianggap paling relevan karena mengakomodasi 

kebutuhan akan hukuman setimpal, efek jera, dan pengembalian aset hasil 

kejahatan. 

Di Indonesia, teori pemidanaan dalam kasus pencucian uang 

diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

 
22 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2015, Hlm. 

2. 
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Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU ini mengatur 

sanksi pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp10 miliar, serta 

menyertakan sanksi tambahan seperti perampasan aset dan pencabutan izin usaha 

bagi pelaku individu maupun korporasi. Dalam hal pelaku adalah korporasi, 

diterapkan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi seperti vicarious 

liability dan strict liability, di mana perusahaan dapat dikenai sanksi meskipun 

individu pelaku tidak selalu dapat dibuktikan secara moral. 

Dalam proses pemidanaan, hakim mempertimbangkan sejumlah faktor, antara 

lain nilai harta yang dicuci, tingkat kerugian negara, kompleksitas transaksi, dan 

keterlibatan pelaku dalam jaringan kejahatan terorganisir. Pelaku yang bersedia 

bekerja sama untuk membongkar jaringan pencucian uang dapat dianggap sebagai 

justice collaborator, sehingga hukuman dapat diringankan. Selain pemidanaan 

individual, sistem pemidanaan juga menekankan pemulihan kerugian melalui 

pendekatan asset recovery dengan prinsip follow the money agar negara dapat 

menyita dan mengembalikan aset hasil tindak pidana. 

Untuk memperkuat sistem pemidanaan, Indonesia juga meratifikasi berbagai 

instrumen hukum internasional seperti UNCAC (United Nations Convention 

against Corruption) dan mengikuti rekomendasi FATF (Financial Action Task 

Force). Dalam konvensi dan standar tersebut ditegaskan bahwa negara harus 

menerapkan sanksi yang efektif, proporsional, dan menimbulkan efek jera 

terhadap pelaku pencucian uang, serta membangun kerja sama internasional untuk 

keperluan ekstradisi, pertukaran informasi intelijen keuangan, dan pembekuan 
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aset lintas negara. Hal ini sangat penting karena pencucian uang sering dilakukan 

lintas yurisdiksi melalui sistem keuangan global. 

Teori pemidanaan dalam konteks pencucian uang tidak hanya bertujuan untuk 

menghukum pelaku, tetapi juga melindungi kepentingan umum dan menjamin 

keberlanjutan sistem keuangan yang sehat dan bersih. Proses pemidanaan harus 

memperhatikan keseimbangan antara hak-hak asasi manusia dan kebutuhan akan 

tindakan hukum yang tegas. Dalam kasus tertentu, pendekatan represif yang tegas 

dapat dibenarkan demi menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik 

terhadap sistem hukum. Dengan penerapan teori pemidanaan yang holistik dan 

proporsional, pemberantasan pencucian uang dapat berjalan lebih efektif dan 

memberikan keadilan secara menyeluruh. 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

2.2.1 Sejarah Dan Perkembangan Pencucian Uang 

Pencucian uang atau Money Laundering merupakan salah satu kejahatan 

kerah putih atau disebut juga white collar crime. Dikatakan kejahatan kerah putih 

karena kejahatan tersebut terkonsep dengan sistematis dan rapi, sehingga 

kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berintelektual tinggi. Namun 

konsep menyamarkan hasil kejahatan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 

1920-an. Para pelaku kejahatan terorganisasi di Amerika Serikat, mencuci uang 

hitam dari usaha kejahatannya melalui usaha binatu atau laundry.23 

Tindak Pencucian uang bukan merupakan fenomena baru. Istilah pencucian 

uang digunakan untuk pertama kalinya dalam dokumen hukum primer pada 

 
23 J.E. Sahetapy, Business Uang Haram, KHN Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003, Hlm. 11. 
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tahun 1992 melalui kasus penyitaan perdata antara Amerika Serikat vs 

$4,255,625,39. Kasus ini adalah tentang upaya menyembunyikan atau 

menyamarkan keuntungan ilegal dan penyitaan perdata atas sejumlah besar uang 

dari Molins di Columbia kepada Sonal di Miami, Florida. Dalam putusannya, 

pengadilan menyimpulkan bahwa pengalihan dana dari Molins ke bank di Sonal 

sangat mungkin merupakan proses pencucian uang. Pengadilan tersebut memang 

tidak mendefinisikan istilah itu, namun para pakar menyimpulkan bahwa 

fenomena ini mengacu kepada pencucian uang.24 

Pada Tanggal 17 April 2002, merupakan hari yang bersejarah dalam dunia 

hukum Indonesia, karena pada saat itu disahkannya Undang- undang Nomor 15 

tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang setahun kemudian 

tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2003 diubah dengan adanya Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 

2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut 

merupakan desakan internasional terhadap Indonesia antara lain dari Financial 

Action Task Force (FATF), badan internasional di luar PBB . Anggotanya terdiri 

dari negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan 

pencucian uang. Sebelumnya pada 2001 Indonesia bersama 17 negara. lainnya 

diancam sanksi internasional. Pada 23 Oktober 2003, FATF, di Stockholm, 

Swedia, menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif dalam 

pemberantasan pencucian uang. Negara Cook Islands, Mesir, Guatemala, 

Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Ukraina masuk kategori sama. 

 
24 Hanafi Amrani, Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang 

dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan 

Hukum, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2015, Hlm 3 
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Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1997 Indonesia telah 

meratifikasi United Nation Convention Against Illucit Traffic in Narcotic Drugs 

and Psychotropic Substances 1998 (Konvensi 1998). Konsekuensi ratifikasi 

tersebut, Indonesia harus segera membuat aturan untuk pelaksanaanya. 

Kenyataannya meskipun sudah ada UU No 15 Tahun 2002, namun penerapannya 

kurang, sehingga akhirnya masuk daftar hitam negara yang tidak kooperatif. 

Bahkan Indonesia dicurigai sebagai surga bagi pencucian uang. Antara lain karena 

menganut sistem devisa bebas, rahasia bank yang ketat, korupsi yang merajalela, 

maraknya kejahatan narkotik, dan tambahan lagi pada saat itu perekonomian 

Indonesia dalam keadaan yang tidak baik, sehingga ada kecenderungan akan 

menerima dana dari mana pun untuk keperluan pemulihan ekonomi.25 

Pencucian uang (money laundering) merupakan proses menyamarkan asal-

usul uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar tampak sah. Praktik ini 

sebenarnya sudah ada sejak zaman kuno, seperti pada masa Romawi, namun 

istilah "money laundering" baru populer pada abad ke-20. Pada era Larangan 

Minuman Keras di Amerika Serikat tahun 1920-an, kelompok mafia seperti milik 

Al Capone menyamarkan hasil kejahatan melalui bisnis legal seperti tempat cuci 

pakaian, yang menjadi cikal bakal istilah tersebut. Seiring waktu, praktik 

pencucian uang berkembang menjadi lebih kompleks dengan memanfaatkan celah 

hukum dan kelemahan sistem keuangan. 

 
25 Nurmalawaty, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) 

dan Upaya Pencegahannya, Jurnal Equality, Vol.11 No.1 Februari 2006, Medan, USU, 2006, Hlm. 

2. 
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Setelah Perang Dunia II, perkembangan perbankan internasional, khususnya 

offshore banking, memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan untuk 

menyimpan uang secara rahasia di luar yurisdiksi negara asal. Menanggapi hal ini, 

Amerika Serikat menerbitkan Bank Secrecy Act tahun 1970 dan beberapa 

undang-undang lanjutan pada 1980-an untuk membendung arus pencucian uang 

yang marak seiring meningkatnya perdagangan narkoba. Kartel besar seperti 

Medellin dan Cali menggunakan metode seperti pemisahan dana, pengiriman 

melalui rekening luar negeri, dan perusahaan fiktif untuk menyembunyikan aliran 

dana ilegal. 

Tahun 1989 menjadi titik penting dengan dibentuknya Financial Action Task 

Force (FATF) oleh negara-negara G7. FATF menetapkan 40 rekomendasi sebagai 

standar global dalam mencegah dan memberantas pencucian uang, yang kemudian 

diperluas cakupannya untuk menangkal pendanaan terorisme pasca serangan 11 

September 2001. Sejak saat itu, negara-negara mulai membentuk Financial 

Intelligence Unit (FIU) masing-masing, termasuk Indonesia dengan pendirian 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2002 

untuk memantau dan menganalisis transaksi mencurigakan. 

Kemajuan teknologi menambah tantangan baru dalam memberantas 

pencucian uang. Transaksi digital, sistem perbankan elektronik, dan mata uang 

kripto seperti Bitcoin memberikan sarana baru untuk menyamarkan dana ilegal. 

Para pelaku memanfaatkan teknik seperti smurfing (pemecahan dana besar 

menjadi kecil), layering (pemisahan jejak dana), dan integration (menyatukan 

dana ke sistem legal). Bahkan properti mewah, barang seni, hingga investasi legal 
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dapat menjadi sarana pencucian uang. Negara-negara suaka pajak atau tax havens 

juga menjadi tujuan penyimpanan dana hasil kejahatan. 

Di Indonesia, praktik pencucian uang menjadi sorotan pasca reformasi, 

dengan berbagai kasus besar seperti BLBI, Gayus Tambunan, dan Jiwasraya. 

Pemerintah merespons dengan memperkuat regulasi melalui UU No. 15/2002 

yang kemudian diperbarui menjadi UU No. 8/2010. UU ini memperluas definisi 

pencucian uang dan memperkuat sanksi pidana, termasuk untuk korporasi. Selain 

itu, sektor pelapor diperluas mencakup lembaga keuangan non-bank dan profesi 

tertentu, seperti notaris dan akuntan. PPATK sebagai FIU nasional juga 

mengembangkan sistem pelaporan transaksi mencurigakan (STR) dan transaksi 

tunai (CTR) untuk meningkatkan deteksi. 

Sejarah panjang pencucian uang menunjukkan bahwa kejahatan ini terus 

bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi dan sistem keuangan. Oleh 

karena itu, kebijakan hukum dan pengawasan harus terus diperbaharui agar tetap 

efektif. Kerja sama internasional, integrasi teknologi digital, serta edukasi kepada 

masyarakat menjadi kunci dalam menanggulangi kejahatan ini. Dengan 

memahami sejarah dan pola perkembangan pencucian uang, upaya penegakan 

hukum dapat menjadi lebih adaptif, preventif, dan berkelanjutan dalam menjaga 

integritas sistem keuangan dan keadilan ekonomi. 

2.2.2 Tahap-Tahap Proses Pencucian Uang 

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah di atur dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010. Secara garis besar unsur pencucian  uang  terdiri  dari:  

unsur  objektif (actus  reus) dan  unsur subjektif (mens rea). Unsur objektif 
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(actus reus) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, 

membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, 

menitipkan, membawa keluar negari, menukarkan atau perbuatan lain atas harta 

kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan 

unsur subjektif (mens rea) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, 

mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil 

kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta 

tersebut. Ada pun proses pencucian uang ini memiliki tiga tahapan sebagai 

berikut: 

1. Placement 

Pada tahap ini, pelaku menyisipkan uang kotor itu ke lembaga keuangan 

yang sah. Hal ini sering dalam bentuk setoran tunai bank. Ini adalah tahap 

paling mengerikan dari proses pencucian karena melibatkan sejumlah besar 

uang tunai yang cukup mencolok dan bank diwajibkan untuk melaporkan 

transaksi bernilai tinggi. 

2. Layaring 

Tahap ini melibatkan pengiriman uang melalui berbagai transaksi keuangan 

untuk mengubah wujudnya dan membuatnya sulit diikuti. Layering 

dapat terdiri dari beberapa transfer bank ke bank, transfer kawat antara akun 

yang berbeda dengan nama yang berbeda di erbagai negara,  membuat  

simpanan  dan  penarikan  untuk  terus  mengubah jumlah uang di akun, 

mengubah mata uang uang, dan membeli barang bernilai tinggi seperti 

kapal, rumah, mobil, atau berlian untuk mengubah bentuk uang. Ini adalah 
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langkah paling rumit dalam skema pencucian uang dan ini semua 

merupakan upaya agar uang hasil kejahatan tersebut sulit dilacak asal dan 

tujuannya 

3. Integrasi 

Merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah 

melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya 

uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan- kegiatan legal. 

Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak 

berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap 

inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci. Sampai tahap ini, uang masuk 

kembali ke ekonomi arus utama dalam bentuk yang tampak sah, tampaknya 

berasal dari transaksi legal. 

Pencucian uang adalah proses menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh 

dari tindak kejahatan agar tampak legal di mata hukum. Proses ini penting bagi 

pelaku kejahatan karena memungkinkan mereka menikmati hasil kejahatan tanpa 

menarik perhatian penegak hukum. Secara umum, pencucian uang terdiri dari tiga 

tahap utama: placement, layering, dan integration, meskipun dalam praktiknya 

ketiga tahap ini bisa terjadi tumpang tindih atau tidak selalu berurutan. Tujuan 

utama dari keseluruhan proses adalah untuk memutus jejak antara uang dan 

kejahatan asalnya, serta membuat dana tersebut tampak bersumber dari aktivitas 

legal. 

Tahap pertama adalah placement, yaitu saat dana ilegal pertama kali 

dimasukkan ke dalam sistem keuangan formal. Ini adalah tahap yang paling 
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rentan karena dana masih terkait langsung dengan kejahatan. Pelaku dapat 

melakukan penempatan dengan cara menyetor uang tunai ke bank dalam jumlah 

kecil secara berulang (smurfing), membeli aset dengan pembayaran tunai, atau 

menempatkannya dalam bisnis yang dominan menerima uang tunai seperti 

restoran atau tempat hiburan. Dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan pihak 

ketiga untuk menghindari identitas asli mereka, serta mencampurkan uang haram 

dengan uang sah melalui transaksi bisnis. 

Tahap kedua adalah layering, yaitu proses pemisahan dana dari asalnya 

melalui serangkaian transaksi keuangan yang kompleks. Tujuannya adalah untuk 

memutus jejak transaksi agar uang sulit dilacak. Pelaku bisa mentransfer uang 

antar rekening bank, mengkonversi ke mata uang asing, berinvestasi pada aset 

yang mudah dipindahkan seperti emas, atau menggunakan perusahaan cangkang 

di negara dengan kerahasiaan perbankan tinggi. Transaksi dilakukan di berbagai 

yurisdiksi, memanfaatkan celah hukum internasional. Kriptoaset juga 

dimanfaatkan dalam tahap ini karena sifatnya yang anonim dan terdesentralisasi. 

Selain menggunakan perbankan, pelaku juga bisa menggunakan jalur 

informal seperti money changer, penyedia jasa pengiriman uang (remittance), atau 

melalui transaksi perdagangan palsu. Layering kerap melibatkan money mule, 

yaitu individu yang meminjamkan rekening banknya untuk digunakan dalam 

transaksi. Bahkan transaksi pembelian barang seni atau barang koleksi bernilai 

tinggi bisa digunakan untuk layering, karena nilainya yang fluktuatif dan sulit 

dilacak. Semakin rumit dan global transaksi yang dilakukan, semakin kecil 

kemungkinan asal-usul uang terdeteksi oleh otoritas. 
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Tahap ketiga adalah integration, yaitu ketika dana hasil kejahatan telah 

“dibersihkan” dan dikembalikan ke sistem ekonomi secara sah. Uang ini dapat 

digunakan untuk pembelian properti, saham, kendaraan mewah, atau mendanai 

bisnis legal. Karena sudah melalui berbagai lapisan transaksi, dana yang sudah 

diintegrasikan sulit dibedakan dari uang sah. Pada tahap ini, pelaku kejahatan bisa 

menjalani gaya hidup mewah, berinvestasi secara legal, atau bahkan membiayai 

kejahatan baru. Integration sering kali menjadi tahap paling sulit dibuktikan 

secara hukum karena terlihat sah secara administratif. 

Meski proses pencucian uang secara umum terdiri dari tiga tahap, dalam 

praktiknya proses ini sangat fleksibel dan bisa terjadi secara simultan, terutama 

dalam sistem keuangan digital. Di era modern, ketiga tahap ini bisa terjadi dalam 

waktu sangat singkat bahkan hanya dalam hitungan menit menggunakan 

platform digital dan sistem perbankan daring. Oleh karena itu, pemahaman 

menyeluruh terhadap ketiga tahap ini penting bagi aparat penegak hukum, 

lembaga keuangan, dan masyarakat umum. Hanya dengan kesadaran dan 

pengawasan menyeluruh di setiap tahap, pencucian uang bisa dicegah dan 

diberantas secara efektif. 

2.2.3 Dasar Hukum Pencucian 

Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Huruf a UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menerangkan bahwa, Pada 

dasarnya, Transaksi Keuangan Mencurigakan diawali dari Transaksi antara lain:26 

1. tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas; 

 
26 https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-2010-pencegahan-pemberantasan-tindak- 

pidana-pencucian-uang, Diakses Pada Tanggal 2 September 2024 Pukul 03:13. 
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2. menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau 

dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; atau 

3. aktivitas Transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran. 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi pengganti Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang menjadi penting dan perlu karena untuk memenuhi kepentingan 

nasional dan menyesuaikan standar internasional. 

Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala 

perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan 

dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disahkan 

Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 22 

Oktober 2010. UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Patrialis Akbar di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2010. Supaya setiap orang 

mengetahuinya. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditempatkan pada Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Penjelasan Atas UU 8 

tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5164. 
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Pencucian uang merupakan aktivitas ilegal yang bertujuan untuk 

menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan agar terlihat sah. Di Indonesia, 

tindakan ini dianggap sebagai tindak pidana serius karena dapat merusak sistem 

ekonomi dan keuangan negara. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan 

berbagai regulasi untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang, 

terutama melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). 

Proses pencucian uang biasanya dilakukan dalam tiga tahap: Penempatan, 

yaitu memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan melalui 

deposito atau pembelian aset; Pelapisan (Layering), yakni mentransfer uang 

melalui berbagai transaksi untuk menyamarkan asal-usulnya; dan Integrasi, di 

mana uang yang telah “dibersihkan” digunakan kembali untuk investasi atau 

pembelian barang mewah. Ketiga tahap ini dirancang agar sumber dana ilegal 

tidak dapat dilacak dengan mudah. 

Untuk menangani pencucian uang, berbagai lembaga telah diberi kewenangan 

dalam pengawasan dan penindakan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK) bertugas menganalisis transaksi yang mencurigakan, 

sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia mengawasi 

pergerakan dana dalam sektor perbankan dan keuangan. Selain itu, kerja sama 

dengan pihak internasional sangat penting dalam memberantas praktik pencucian 

uang yang melibatkan jaringan global. 
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Pelaku pencucian uang dapat dikenakan hukuman berat, termasuk pidana 

penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar. Selain itu, aset yang 

terbukti terkait dengan pencucian uang dapat disita oleh negara. Hukuman ini 

bertujuan untuk memberikan efek jera serta menutup celah bagi pelaku dalam 

menyembunyikan uang hasil kejahatan. Berbagai kasus pencucian uang telah 

terungkap di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan korupsi dan bisnis ilegal. 

Pencegahan pencucian uang memerlukan regulasi yang ketat dan pengawasan 

yang efektif. Pelaporan transaksi mencurigakan menjadi kewajiban bagi lembaga 

keuangan, sementara penguatan regulasi dan peningkatan transparansi dalam 

sistem keuangan menjadi strategi utama. Masyarakat juga dapat berperan dalam 

mencegah pencucian uang dengan melaporkan aktivitas mencurigakan serta 

mendukung kebijakan antikorupsi yang berkaitan erat dengan tindak pidana ini. 

Dengan adanya undang-undang dan pengawasan yang semakin diperketat, 

diharapkan praktik pencucian uang dapat diminimalkan. Peningkatan kesadaran 

publik, inovasi teknologi dalam pengawasan keuangan, serta kerja sama global 

menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. 

Indonesia terus berupaya memperbaiki sistem pencegahan dan pemberantasan 

pencucian uang demi menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan nasional. 

2.2.4 Peran PPATK Dalam Menanggulangi TPPU 

Dalam UU PPTPPU, kedudukan PPATK diatur dalam Pasal 37, bahwa 

kedudukannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh 

kekekuasaan manapun, bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 38 PPATK 
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berkedudukan di ibukota NKRI (Jakarta), dalam hal diperlukan dapat dibuka 

perwakilan di daerah. Tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal-pasal 39-46 

UUPPTPPU, dan sebagai bentuk akuntabilitas PPATK, Pasal 47 menetapkan 

PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan 

wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan, dan laporan tersebut 

disampaikan kepada Presiden dan DPR. Sebagai amanat ketentuk Pasl 46 UU 

PPTPPU, tatacara pelaksanan kewenangan PPATK diatur dengan Peraturan 

Presiden. Peraturan dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, 

yang menggantikan kedudukan Kepres Nomor 82 Tahun 2003.27 

Menurut Pasal 1 angka 2 “Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

yang selanjunta disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk 

dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang”. 

Larangan bagi setiap orang yang melakukan campur tangan atas pelaksanaan 

tugas dan wewenang PPATK sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat(3), yang dapat 

diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak 

Rp 500 juta (Pasal 14 UUPPTPPU). Selanjutnya menurut Pasal 15, Ancaman 

pidana yang sama juga dapat diterapkan pada pejabat PPATK yang melanggar 

kewajiban sebagaimana ditetukan Pasal 37 ayat (4). Pasal 16, mengatur sanksi 

yang cukup berat dalam hal Pejabat, pegawai PPATK, Penyidik, Penuntut Umum 

atau Hakim yang menangani perkara TPP yang sedang diperiksa, melanggar 

 
27 Toetik Rahayuningsih, Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam 

Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia, Yuridika: Volume 28 No 3, September – 

Desember 2013, Hlm. 318-319. 
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ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat(1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 tahun.28 

 

 

2.2.5 Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa Undang-Undang No. 15 

Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah 

dengan UndangUndang No. 25 Tahun 2003 dan UndangUndang No. 8 Tahun 

2010, telah mengatur, baik orang perseorangan maupun korporasi sebagai subjek 

hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini dapat dilihat, masing-

masing sebagai berikut :  

1. Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002  

a) Angka 1. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.  

b) Angka 2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 

terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 

2. Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003  

a) Angka 2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.  

b) Angka 3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 

terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 

3. Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010  

a) Angka 9. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.  

 
28 Ibid, Hlm. 318. 
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b) Angka 10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang 

terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.  

Ini berarti subjek hukum pidana menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, 

selain manusia alamiah (natural person), juga manusia hukum (juridical person). 

Sebagai bahan bandingan ketika Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih dalam bentuk 

Rancangan Undang-Undang (RUU) bahwa yang dimaksud dengan setiap orang 

itu meliputi kelompok orang. Dalam Pasal 1 angka (6) RUU dipertegas lagi:  

“Bahwa kelompok orang adalah sekumpulan dua orang atau lebih baik yang 

terorganisasi maupun tidak terorganisasi untuk melakukan tindak pidana 

perdagangan orang”.  

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, ketentuan mengenai kelompok 

orang tersebut tidak diatur dalam Pasal, akan tetapi disebutkan dalam Penjelasan 

Pasal 6 ayat (1) nya sebagai berikut:  

“Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok 

terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih,yang eksistensinya untuk 

waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak 

pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh 

keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak 

langsung”.  

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa Undang-Undang No. 8 

Tahun 2010 telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal itu dapat 
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dilihat pada Pasal 1 angka 9 dan 10 UndangUndang No. 8 Tahun 2010. dalam 

RUU KUHP Tahun 2013 pasal 47 dikemukakan diaturnya korporasi sebagai 

subjek tindak pidana, dengan dianutnya paham bahwa korporasi adalah subjek 

hukum pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun non-badan 

hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat 

dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.  

Karena itu, dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 

2010 disebutkan: “Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu 

kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya 

untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih 

tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh 

keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  

Kembali ke dalam permasalahan sistem pertanggungjawaban pidana 

korporasi menurut Mardjono Reksodiputro dikelompokkan ke dalam tiga bentuk 

sistem yaitu sebagai berikut:  

a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang 

bertanggungjawab; 

b. Korporasi sebagai pembuat dan penggurus bertanggungjawab; 

c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab; 
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Sedangkan menurut Sutan Remy yang menambahkan satu sistem, menurut 

beliau terdapat empat kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana 

kepada korporasi. Keempat sistem kemungkinan itu adalah: 

a. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, oleh karenanya 

penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. 

b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus 

memikul pertanggungjawaban pidana. 

c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang 

harus memikul pertanggubgjawaban pidana. 

d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan 

keduannya pula yang harus memikul pertanggung jawaban pidana.  

Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur sistem pertanggungjawaban 

pidana yang dilakukan oleh korporasi yaitu sebagaimana diatur pada :  

Pasal 6 ayat (1). Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana 

dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.  

Dalam rumusan pasal 6 ayat (1) yang menyatakan dalam hal tindak pidana 

dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan korporasi dan/atau Personil 

Pengendali Korporasi. Adapun kapan dan dalam hal apa korporasi dijatuhkan 

pidana, oleh Undang-undang No. 8 Tahun 2010 diberikan batasan tindak pidana : 

a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;  
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b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;  

c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi 

perintah; 

d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi; 

Ketika pengurus korporasi berperan sebagai pelaku tindak pidana 

pencucian uang maka beban pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan 

kepada pengurus saja, apabila :  

- Perbuatannya dilakukan oleh pengurus korporasi biasa yang bukan 

merupakan personil pengendali korporasi  

- Perbuatan pengurus korporasi tersebut tidak menguntungkan korporasi 

tetapi hanya menguntungkan individu semata.  

- Perbuatan pengurus korporasi itu dilakukan bertentangan dengan maksud 

dan tujuan korporasi.  

- Perbuatan pengurus korporasi menyimpang dalam dari fungsi dan 

tugasnya dalam suatu korporasi.  

Hal tersebut disebabkan karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri 

suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak dapat memiliki kalbu 

yang salah (guilty mid), tetapi yang melakukan perbuatan tersebut adalah 

pengurus korporasi yang didalam melakukan perbuatan itu dilandasi oleh sikap 

kalbu tertentu baik yang berupa kealpaan atau kesengajaan maka pengurus dari 

korporasi itulah yang memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang 

dilakukannya sendiri dan bukan untuk dan atas nama korporasi.  
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Sedangkan pidana yang dijatuhkan kepada korporasi terdiri dari pidana 

pokok berupa pidana denda paling banyak seratus miliar rupiah dan pidana 

tambahan berupa:  

a. Pengumuman putusan hakim; 

b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi; 

c. Pencabutan izin usaha; 

d. Pembubaran dan/atau pelarang korporasi; 

e. Perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau 

f. Pengambil alihan korporasi oleh negara.  

Apabila pengurus korporasi bertindak tidak untuk dan atas nama korporasi 

maka pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada pengurus 

korporasinya itu sendiri. Kemudian apabila pengurus korporasi (personil 

pengendali korporasi) bertindak untuk dan atas nama korporasi (bersama-sama 

dengan korporasi maka pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada 

korporasi dan pengurus korporasi itu sendiri.  

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terdapat tiga macam 

delik yang meliputi : 

1) Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 

membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa 

keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau 

surat beharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil pidana 
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sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. 

2) Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, 

sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hakhak, atau kepemilikan 

yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut 

diduganya hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 

ayat (1)… 

3) Setiap orang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, 

pemabayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau 

menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana merupakan hasil tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)… 

Berdasarkan uraian di atas bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup 

apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur delik dalam undangundang, 

tetapi masih ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu bahwa orang yang 

melakukan perbuatan itu harus mempunyai kesalahan atau bersalah. Namun 

apabila dilihat dari unsur subjektif atau mens rea, ketiga rumusan delik diatas 

tersebut menetapkan kesalahan berupa sengaja, sebagai contoh bentuk kesalahan 

yang dilakukan dengan sengaja yaitu mengetahui atau patut diduganya bahwa 

harta kekayaan berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan 

atau menyamarkan harta tersebut. Mencermati unsur subjektif dapat disimpulkan 

bahwa dalam ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 menganut asas 

kesalahan pada pelaku delik.  
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Bahwa dari rumusan diatas dapat disimpulkan sistem pertanggungjawaban 

pidana yang dianut oleh Undangundang No . 8 Tahun 2010 adalah sistem 

pertanggungjawaban berdasarkan asas kesalahan, disamping itu juga 

Undangundang No. 8 Tahun 2010 menganut sistem pertanggungjawaban pidana 

korporasi. Dalam hal ini Undang-undang No. 8 tahun 2010 mengatur secara 

komprehensif, baik mengenai kriteria korporasi dijadikan subjek delik, dan 

alternatif penyelesaian apabila korporasi tidak mampu membayar pidana denda 

sebagaimana telah diputuskan oleh hakim. Undang-undang menyatakan bahwa 

perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personel pengendali korporasi 

yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Dalam hal 

penjualan harta kekayaan korporasi tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti 

denda dijatuhkan terhadap personel pengendali korporasi dengan 

memperhitungkan denda yang dibayar.  

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan 

2.3.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan 

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan 

sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan 

kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. 

Ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah 

hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi 

baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan 

istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan 

hukum pidana. 
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Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap 

pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pada umumnya kata pidana diartikan 

sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Doktrin 

membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van 

Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: 

1) Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut- 

turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan 

pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. 

2) Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya 

dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada 

kesempatan itu.29 

Dari sudut fungsional, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai 

keseluruhan sistem atau aturan perundang-undangan untuk fungsionalisasi, 

operasionalisasi, konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem atau aturan 

perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau 

dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) 

pidana. Dari sudut ini maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan 

hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materil atau 

Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub- sistem Hukum Pelaksanaan 

Pidana. Sedangkan dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma 

hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan 

sistem aturan atau norma hukum pidana materil untuk pemidanaan, atau 

 
29 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm.2.  
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Keseluruhan sistem aturan atau norma hukum pidana materil untuk pemberian, 

penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan pengertian demikian, maka 

keseluruhan peraturan perundang-undangan “statutory rules” yang ada di dalam 

KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya 

merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” 

atau “general rules” dan “aturan khusus” atau “special rules”. Aturan umum 

terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan 

III KUHP maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP, baik yang 

mengatur hukum pidana khusus maupun yang mengatur hukum pidana umum.30 

Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana 

secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya 

kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (social defence dan social welfare), 

yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai 

kesejahteraan sosial. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan 

menggunakan sarana Hukum Pidana beserta dengan sanksi pidananya. 

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah 

kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penegakan Hukum. Di samping itu 

karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka 

kebijakan penegakan hukum inipun termasuk kebijakan dalam bidang sosial. 

Dengan demikian masalah pengendalian dan atau penanggulangan kejahatan 

dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan masalah kebijakan (the 

problem of policy). Oleh karena itu tidak boleh dilupakan bahwa hukum pidana 

 
30 Mudzakkir, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem 

Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan), Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008, Hlm. 10-11. 
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atau lebih tepat sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal. 

Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan 

masyarakat. Jadi di dalam pengertian “social policy”, sekaligus tercakup di 

dalamnya “social welfare policy” dan “social defence policy”.31 

2.3.2 Putusan Yang Mengandung Pemidanaan 

Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu 

kasus atau perkara yang dihadapkan kepadanya. Putusan hakim merupakan akhir 

dari rangkaian proses pemeriksaan suatu kasus.50 Pada Pasal 1 angka 11 

KUHAP32 disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang 

diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau 

bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur 

dalam Undang-Undang ini. Putusan hakim di pengadilan merupakan aspek 

penting yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus pidana untuk memperoleh 

kepastian hukum tentang statusnya dan dapat mempersiapkan langkah selanjutnya 

dalam upaya hukum. 

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebankan suatu pidana 

kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukkti secara sah dan 

meyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. 

Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “ jika 

 
31 Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan 

Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, Jurnal Pembangunan Hukum 

Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 

Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, Hlm. 222 
32 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1968, Hlm 624. 
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pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang 

didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. 

Adanya kesalahan bagi terdakwa dibuktikan dengan adanya minimal dua alat 

bukti dan haim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan atas alat bukti yang 

ada, dengan adanya dua alat bukti tersebut dan juga dengan keyakinan hakim 

berarti syarat untu menjatuhkan pidana telah terpenuhi. 

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pemidanaan, 

hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 

meringankan terdakwa. Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang memuat 

pemidanaan, dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang 

tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari huuman pokok. Setelah 

hakim membacakan putusan yang mengandung pemidanaan, wajib bagi hakim 

memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya. 

Dengan adanya hak-hak terdakwa, setiap putusan yang mengandung 

penghukuman dimana terdakwa merasa tidak puas dapat mengajukan pemeriksaan 

tingkat banding. Oleh sebab itu, baik terdakwa maupun penuntut umum dapat 

menggunakan upaya hukum apabila keputusan hakim yang menjatuhkan pidana 

kurang memuaskan. 

Adapun pengambilan setiap putusan harus berdasarkan pertama, pada surat 

dakwaan , requisitoir penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan-

keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan.33 

 
33 Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2006, Hlm. 119-122. 



48 
 

 
 

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya 

mempunyai tiga sifat, yaitu:34 

a. Pemidanaan atau verordeling yaitu apabila hakim atau pengadilan 

berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut 

hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan 

(Pasal 193 ayat (1) KUHAP). 

b. Putusan bebas (vrijsraak atau acquittai) yaitu jika hakim berpendapat 

bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara 

sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan 

(Pasal 191 ayat (1) KUHAP). 

c. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau onslag van alle 

rechtsvervolging jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang 

didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan 

merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). 

 

Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang- 

kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoieh keyakinan bahwa. 

suatu tindak pidana itu telah benar-benar terjadi dan terdakwalah yang 

bersalah melakukannya.35 

2.3.3 Prosedur Pemulihan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) 

Prosedur pemulihan aset tindak pidana pencucian uang (TPPU) di 

Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan TPPU serta peraturan terkait lainnya. Proses ini 

terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari identifikasi dan pelacakan aset hingga 

pengembalian aset kepada korban atau perampasan oleh negara. Tahap pertama 

adalah identifikasi dan pelacakan aset, yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan 

 
34 Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, PT Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 194 
35 Sandro Unas, Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi, 

Jurnal Hukum Lex Et Societatis Volume VII Nomor 4 April 2019, Hlm. 60 
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Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta aparat penegak hukum dengan 

metode follow the money untuk menelusuri aliran dana yang diduga berasal dari 

tindak pidana36. Setelah aset yang dicurigai berhasil diidentifikasi, tahap 

selanjutnya adalah penyitaan aset, yang dilakukan berdasarkan surat perintah dari 

penyidik atau putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU 

TPPU37. Penyitaan bertujuan untuk mencegah pelaku mengalihkan atau 

menyembunyikan aset selama proses hukum berlangsung. 

Setelah aset disita, proses pembuktian di pengadilan menjadi tahap krusial 

dalam menentukan status aset tersebut. Pengadilan akan menilai apakah aset yang 

disita terbukti berasal dari hasil kejahatan pencucian uang atau tidak. Dalam 

beberapa kasus, jika pelaku tidak dapat dijatuhi pidana karena melarikan diri atau 

meninggal dunia, perampasan aset tetap dapat dilakukan berdasarkan putusan 

pengadilan tanpa adanya putusan pidana terhadap pelaku utama (non-conviction 

based asset forfeiture). Jika pengadilan memutuskan bahwa aset tersebut terbukti 

berasal dari tindak pidana pencucian uang, maka aset dapat dirampas oleh negara 

atau dikembalikan kepada korban melalui mekanisme restitusi. 

Restitusi merupakan hak korban untuk mendapatkan kembali aset atau 

kompensasi atas kerugian yang dialami akibat TPPU. Korban dapat mengajukan 

permohonan restitusi ke pengadilan, dan jika dikabulkan, aset yang telah disita 

akan dikembalikan kepadanya38. Namun, dalam praktiknya, pemulihan aset bagi 

 
36 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2023). Laporan Tahunan PPATK: 
Tren Pencucian Uang di Indonesia. Jakarta: PPATK. 
37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang, Pasal 67 
38 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2022). Evaluasi Implementasi Restitusi dalam 
Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: LPSK. 



50 
 

 
 

korban sering kali menghadapi kendala hukum dan administrasi, seperti 

kurangnya koordinasi antarinstansi serta sulitnya membuktikan hak korban atas 

aset yang telah disita. Dalam kasus di mana aset telah dialihkan ke luar negeri, 

pemulihan aset melibatkan mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA), yaitu 

kerja sama hukum antara Indonesia dan negara lain untuk mengembalikan aset 

yang disimpan di yurisdiksi asing39. Keseluruhan prosedur ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat digunakan kembali oleh pelaku dan 

bahwa korban mendapatkan haknya sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permintaan dan Pemberian 
Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. 
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Perlindungan Hukum dalam Pemulihan Aset Tindak 

Pidana Pencucian Uang  

 

 

     Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

Tentang TPPU 

2.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terpenuhinya perlindungan 

dalam pemulihan aset TPPU 

Faktor yang menghambat 

perlindungan hukum dalam 

pemulihan aset bagi korban 

tindak pidana pencucian uang: 

1. Teknis dan Investigasi 

2. Keterbatasan Kesadaran dan 

Partisipasi Publik dalam 

Pemulihan Aset TPPU 

  
Perlindungan hukum dalam pemulihan aset 

bagi korban Tindak Pidana Pencucian Uang: 

1. Aturan Hukum Pemulihan Aset 

2. Penyitaan dan Perampasan Aset 

Hasil TPPU  

3. Restitusi atau Ganti Rugi bagi 

Korban 
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2.5 Definisi Operasional 

1. Korban adalah Orang atau kelompok yang mengalami penderitaan, 

kerugian, atau pengurangan hak asasi akibat tindakan atau pembiaran 

yang melanggar hukum. Korban dapat mengalami penderitaan fisik, 

mental, emosional, atau kerugian ekonomi. 

2. TPPU adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa 

ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau 

surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan 

3. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk 

melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan masyarakat 

4. Pemulihan adalah proses perubahan yang dilakukan seseorang untuk 

meningkatkan kesehatan dan kesejahteraannya 

5. Aset adalah Sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas, 

baik perorangan maupun perusahaan, yang memiliki nilai ekonomi dan 

dapat menghasilkan keuntungan di masa depan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis Penelitian 

Normatif.  Penelitian Normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu 

norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat di katakan sebagai penelitian yang 

dilakukan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.40 

3.2  Objek Penelitian 

Adapun objek usulan penelitian ini mengarah kepada Perlindungan Hukum 

Dalam Pemulihan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tercampur Dengan 

Aset Pribadi. 

3.3 Sumber Bahan Hukum 

3.3.1 Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, 

artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, urutan-urutan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan dan putusan hakim.41   

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi 

adalah: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

 
40 Irwansyah.  2020. Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta : 

Mirra Buana Media. Hal.42. 
41 Peter Mahmud Marzuki.2005. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana  Hal.181. 
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3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang TPPU 

4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan 

korban 

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 

bukun merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi 

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-

komentar atas putusan pengadilan. 

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Untuk memudahkan pengambulan beban hukum, maka penelitian bukan 

normative dilakukan dengan cara kepustakaan (library research) atau studi 

dokumen, dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan objek 

penelitian. Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan 

mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, 

laporan, putusan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan 

objrk penelitian. 

3.5 Analisa Bahan Hukum 

Adapun analisa bahan hukum dilakukan dengan pengkajian terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta jurnal dan buku-buku yang 

terkait dengan objek penelitian dan pendapat Ahli Hukum Pidana. Nantinya akan 

disajikan secara normative agar melahirkan hasil penelitian hukum normative 

yang bersifat prespektif atau mengkaidahi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Perlindungan Hukum dalam Pemulihan Aset bagi Korban TPPU 

Perlindungan hukum dalam pemulihan aset bagi korban tindak pidana 

pencucian uang (TPPU) di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, 

terutama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)42. Regulasi ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa aset hasil kejahatan dapat dikembalikan 

kepada korban atau digunakan untuk kepentingan negara dalam rangka 

pemberantasan kejahatan ekonomi. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang 

tersedia mencakup penyitaan dan perampasan aset, serta pemberian restitusi atau 

ganti rugi bagi korban. 

4.1.1 Aturan Hukum Pemulihan Aset 

Pemulihan aset hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia 

diatur dalam beberapa regulasi utama. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menjadi landasan utama dalam 

upaya pemulihan aset yang diperoleh dari tindak pidana pencucian uang. Undang-

undang ini memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk 

melakukan pelacakan, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset yang berasal 

dari kejahatan pencucian uang. Selain itu, aturan ini mengatur tentang kerja sama 

 
42 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. 
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internasional dalam pemulihan aset, baik melalui Mutual Legal Assistance (MLA) 

maupun kerja sama bilateral dengan negara lain. 

Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga 

memiliki peran penting dalam proses pemulihan aset. Undang-undang ini 

memberikan mekanisme perampasan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana 

korupsi, yang sering kali berhubungan erat dengan pencucian uang. Dalam banyak 

kasus, uang hasil tindak pidana korupsi dialihkan atau disamarkan dalam berbagai 

bentuk aset, sehingga regulasi terkait TPPU dan tindak pidana korupsi sering kali 

digunakan secara bersamaan dalam proses pemulihan aset. 

Dalam aspek prosedural, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perampasan Benda 

dalam TPPU memberikan pedoman teknis mengenai bagaimana mekanisme 

hukum dalam perampasan aset yang berasal dari hasil kejahatan. Peraturan ini 

menjadi acuan bagi hakim dalam memutus perkara terkait pemulihan aset, 

termasuk dalam hal pembuktian dan penentuan status hukum aset yang disita. 

Di tingkat internasional, Indonesia juga mengacu pada berbagai instrumen 

hukum global, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi 

(United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) yang mendorong kerja 

sama antarnegara dalam pemulihan aset yang disembunyikan di yurisdiksi asing. 

Selain itu, rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF) juga 

memberikan standar internasional mengenai tata kelola pemulihan aset dalam 

kasus pencucian uang dan tindak pidana terorganisir. FATF menetapkan prinsip-
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prinsip terkait transparansi keuangan, kerja sama lintas negara, serta mekanisme 

pelacakan dan pemulihan aset yang lebih efektif. 

Regulasi-regulasi tersebut secara keseluruhan memberikan dasar hukum 

bagi negara untuk melakukan tindakan hukum terhadap aset hasil pencucian uang. 

Penyitaan dan perampasan aset dilakukan melalui proses peradilan guna 

memastikan bahwa aset yang diperoleh dari kejahatan tidak dapat digunakan oleh 

pelaku atau pihak lain yang tidak berhak. Namun, implementasi aturan ini masih 

menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan interpretasi hukum, birokrasi 

yang panjang, serta hambatan dalam kerja sama internasional dalam hal 

pengembalian aset yang telah dialihkan ke luar negeri. 

Regulasi utama yang menjadi landasan adalah Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, yang memberikan 

wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pelacakan, 

pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset yang berasal dari kejahatan 

pencucian uang. 

Selain UU TPPU, terdapat beberapa regulasi lain yang relevan dalam 

pemulihan aset, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

yang sering digunakan dalam kasus pencucian uang terkait korupsi. Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 juga menjadi pedoman teknis mengenai 

tata cara perampasan benda dalam TPPU, yang digunakan oleh hakim dalam 

menentukan status hukum aset yang disita. 
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Di tingkat internasional, Indonesia mengacu pada instrumen hukum global 

seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) dan 

rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF), yang menetapkan standar 

internasional dalam pemulihan aset. Kerja sama antarnegara melalui Mutual Legal 

Assistance (MLA) menjadi krusial dalam mengembalikan aset yang telah 

dialihkan ke luar negeri. 

Secara keseluruhan, aturan hukum ini memberikan dasar bagi negara 

untuk mengambil tindakan hukum terhadap aset hasil kejahatan. Namun, 

implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan, seperti perbedaan 

interpretasi hukum, prosedur yang panjang, serta hambatan dalam kerja sama 

internasional. Oleh karena itu, skripsi ini menekankan perlunya penyempurnaan 

regulasi dan peningkatan koordinasi penegak hukum agar pemulihan aset dapat 

berjalan lebih efektif. 

4.1.2 Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil TPPU 

Berdasarkan Pasal 67 UU TPPU, aset yang terbukti berasal dari hasil 

tindak pidana dapat disita dan dirampas oleh negara meskipun telah dialihkan 

kepada pihak lain. Proses penyitaan dilakukan untuk memastikan bahwa aset 

tersebut tidak digunakan kembali dalam kegiatan ilegal atau disembunyikan oleh 

pelaku. Penyitaan ini merupakan tahap awal dalam proses perampasan yang 

kemudian diputuskan oleh pengadilan melalui mekanisme hukum yang berlaku. 

Perlindungan hukum dalam pemulihan aset korban TPPU diatur dalam 

beberapa pasal Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terutama Pasal 67 ayat 
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(2) dan Pasal 77. Pasal 67 ayat (2) mengatur opsi pengembalian aset kepada yang 

berhak jika pelaku TPPU tidak ditemukan atau harta kekayaan tersebut tidak 

dapat diidentifikasi. Pasal 77 mengatur kewajiban terdakwa untuk membuktikan 

bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana.  

Pasal 67 ayat (2) UU TPPU: Pasal ini memberikan opsi untuk memutuskan aset 

negara atau mengembalikan aset kepada yang berhak jika pelaku TPPU tidak 

ditemukan dalam waktu 30 hari. Ini memberikan perlindungan bagi korban 

untuk mendapatkan kembali aset yang menjadi hasil tindak pidana.  

Pasal 77 UU TPPU: Pasal ini mengatur bahwa dalam pemeriksaan di 

pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil 

tindak pidana. Ini memberikan perlindungan bagi korban karena jika terdakwa 

tidak dapat membuktikan, aset tersebut dapat disita dan dikembalikan kepada 

korban.  

Selain pasal-pasal di atas, perlindungan hukum bagi korban TPPU juga diatur 

dalam beberapa pasal lain, seperti: 

Pasal 74 UU TPPU: Menjelaskan kewenangan penyidik untuk melakukan 

penyitaan dalam TPPU.  

Pasal 46 ayat (2) KUHAP: Menjelaskan pengembalian benda sitaan kepada 

pihak yang berhak setelah perkara diputus, kecuali jika dirampas untuk negara 

atau dimusnahkan.  

Perlu diingat bahwa pemulihan aset korban TPPU adalah sebuah proses 

hukum yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, termasuk penyidik, jaksa, 
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hakim, dan pihak berwenang lainnya. Pemulihan aset ini bertujuan untuk 

mengembalikan aset yang menjadi hasil tindak pidana kepada pihak yang berhak, 

yaitu korban atau negara.  

Dalam konteks perampasan aset, Pasal 32 UU TPPU juga memberikan 

kewenangan kepada hakim untuk memutuskan perampasan aset meskipun pelaku utama 

tidak dapat dijatuhi pidana. Hal ini berlaku dalam kasus di mana pelaku meninggal dunia, 

melarikan diri, atau tidak dapat ditemukan43. Dengan demikian, hukum memberikan 

fleksibilitas dalam menjamin bahwa aset yang berasal dari tindak pidana tetap dapat 

dikembalikan kepada korban atau digunakan untuk kepentingan negara tanpa bergantung 

pada keberadaan pelaku utama.  

Selain itu, penyitaan dan perampasan aset juga didukung oleh kerja sama 

dengan lembaga internasional melalui Mutual Legal Assistance (MLA), terutama 

jika aset yang dicuci telah dialihkan ke luar negeri44. Keberadaan mekanisme ini 

penting mengingat kejahatan pencucian uang sering kali melibatkan jaringan 

lintas negara, sehingga proses pemulihan aset memerlukan koordinasi hukum 

yang lebih luas. Dalam beberapa kasus, negara-negara dengan sistem hukum yang 

berbeda memerlukan prosedur hukum tertentu untuk menyetujui permintaan 

perampasan aset, yang sering kali memperlambat proses pengembalian aset 

kepada negara asal atau korban kejahatan.  

Dalam praktiknya, salah satu kendala utama dalam penyitaan dan 

perampasan aset adalah kemampuan aparat penegak hukum dalam melacak aset 

yang telah dialihkan ke pihak ketiga atau yang telah diintegrasikan ke dalam 

 
43 Ibid., Pasal 67. 
44 Ibid., Pasal 32. 
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sistem keuangan yang sah45. Banyak kasus menunjukkan bahwa aset hasil 

pencucian uang digunakan untuk membeli properti atau investasi yang 

menyulitkan pembuktian bahwa aset tersebut berasal dari kejahatan. Oleh karena 

itu, penggunaan metode follow the money dalam investigasi keuangan menjadi 

penting guna menelusuri aliran dana hingga ke penerima akhirnya46. 

Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, aset yang 

terbukti berasal dari hasil kejahatan dapat disita dan dirampas oleh negara, bahkan 

jika aset tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Penyitaan dilakukan sebagai 

langkah preventif agar aset tidak digunakan kembali dalam aktivitas ilegal atau 

disembunyikan oleh pelaku. 

Proses perampasan aset dilakukan setelah melalui tahap penyelidikan dan 

persidangan, di mana pengadilan menetapkan status hukum aset yang disita. Pasal 

32 UU TPPU juga memungkinkan perampasan aset meskipun pelaku utama tidak 

dapat dijatuhi pidana, seperti dalam kasus di mana pelaku melarikan diri atau 

meninggal dunia. Hal ini memastikan bahwa kejahatan pencucian uang tidak 

memberikan keuntungan bagi pelaku atau pihak-pihak yang terlibat. 

Selain mekanisme hukum nasional, penyitaan dan perampasan aset sering 

kali menghadapi tantangan dalam kasus internasional, terutama jika aset telah 

dialihkan ke luar negeri. Untuk mengatasi hambatan ini, Indonesia menggunakan 

Mutual Legal Assistance (MLA) sebagai bentuk kerja sama hukum antarnegara 

dalam mengembalikan aset yang disimpan di yurisdiksi asing. Namun, proses ini 

 
45 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permintaan dan Pemberian 

Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana 
46 Financial Action Task Force (FATF), Best Practices on Confiscation and Asset Recovery, 2020 
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sering kali membutuhkan waktu lama karena perbedaan sistem hukum 

antarnegara. 

Hambatan utama dalam penyitaan dan perampasan aset adalah teknik 

layering yang digunakan oleh pelaku untuk menyebarkan dana ke berbagai 

rekening atau instrumen keuangan, sehingga sulit untuk dilacak. Selain itu, aset 

hasil TPPU sering diinvestasikan dalam bentuk properti, saham, atau usaha legal, 

yang membuat pembuktian bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana menjadi 

lebih kompleks. Oleh karena itu, peningkatan teknologi investigasi keuangan serta 

kerja sama antarinstansi menjadi langkah yang sangat penting dalam 

mempercepat pemulihan aset. 

Penelitian ini menekankan perlunya penguatan regulasi dan koordinasi 

penegak hukum agar proses penyitaan dan perampasan aset berjalan lebih efektif, 

serta memastikan bahwa aset yang telah dirampas benar-benar dapat dikembalikan 

kepada korban atau digunakan untuk kepentingan negara. 

4.1.3 Restitusi atau Ganti Rugi bagi Korban 

Restitusi atau ganti rugi bagi korban tindak pidana pencucian uang 

merupakan bagian penting dari perlindungan hukum dalam sistem peradilan 

pidana di Indonesia. Restitusi mengacu pada pengembalian aset kepada korban 

yang mengalami kerugian akibat kejahatan, sedangkan ganti rugi merupakan 

kompensasi yang diberikan kepada korban jika aset yang dirampas oleh negara 

tidak dapat dikembalikan secara langsung.  

Korban tindak pidana pencucian uang dapat mengajukan permohonan 

restitusi melalui pengadilan. Mekanisme ini diatur dalam UU TPPU dan 
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dikuatkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur hak-hak 

korban dalam sistem hukum. Dalam proses ini, korban harus membuktikan bahwa 

mereka mengalami kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. 

Jika pengadilan menerima permohonan ini, aset yang telah disita dapat 

dikembalikan kepada korban melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap47.  

Jika aset hasil tindak pidana telah dirampas oleh negara dan tidak dapat 

dikembalikan kepada korban, maka korban dapat mengajukan kompensasi melalui 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sesuai dengan ketentuan 

dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 Tahun 2006, 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014), LPSK memiliki 

kewenangan untuk memberikan bantuan berupa kompensasi kepada korban yang 

mengalami kerugian ekonomi akibat kejahatan pencucian uang48.  

Faktanya dari kejadian yang saya temukan di lapangan bahwa korban 

tersebut mengalami kendala dalam implementasi restitusi dan ganti rugi bagi 

korban TPPU. Salah satu hambatan utama adalah prosedur hukum yang panjang 

dan kompleks. Korban menghadapi kesulitan dalam membuktikan bahwa aset 

yang telah dirampas oleh negara seharusnya dikembalikan kepada mereka. Tapi 

faktanya tidak di kembalikan, Hal ini diperparah oleh kurangnya koordinasi antara 

aparat penegak hukum, pengadilan, dan LPSK dalam menangani permohonan 

restitusi.  

 
47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang 
48 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 
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Selain itu, korban yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak 

untuk mengajukan restitusi atau kompensasi. Kurangnya sosialisasi mengenai 

hak-hak korban dalam pemulihan aset menjadi faktor utama yang menyebabkan 

korban tidak mengajukan permohonan restitusi.  

Dari perspektif internasional, mekanisme restitusi juga diakui dalam 

berbagai instrumen hukum internasional seperti United Nations Convention 

Against Corruption (UNCAC) dan Financial Action Task Force (FATF) yang 

menekankan pentingnya pemulihan aset sebagai bagian dari sistem hukum yang 

adil dan transparan. Beberapa negara telah mengadopsi mekanisme non-

conviction-based asset forfeiture, yang memungkinkan pengembalian aset kepada 

korban tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku49.  

Dengan adanya berbagai regulasi yang telah diterapkan, Indonesia telah 

memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam memberikan perlindungan bagi 

korban TPPU. Namun, agar mekanisme restitusi dan ganti rugi dapat lebih efektif, 

diperlukan langkah-langkah perbaikan, termasuk penyederhanaan prosedur 

hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kapasitas teknis 

aparat penegak hukum dalam menangani kasus pemulihan aset. Dengan demikian, 

korban dapat lebih mudah mengakses hak-hak mereka dalam sistem peradilan 

pidana dan memperoleh keadilan yang seharusnya mereka terima. 

estitusi merupakan pengembalian aset kepada korban yang mengalami 

kerugian akibat kejahatan, sedangkan ganti rugi adalah kompensasi yang 

diberikan jika aset tidak dapat dikembalikan secara langsung. 

 
49 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Asset Recovery Handbook: A Guide for 

Practitioners, 2021 
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Korban dapat mengajukan permohonan restitusi ke pengadilan, dan jika 

dikabulkan, aset yang telah disita akan dikembalikan kepada mereka. Namun, 

dalam praktiknya, banyak korban yang menghadapi kendala hukum dan 

administrasi, seperti sulitnya membuktikan hak mereka atas aset yang telah disita 

serta kurangnya kesadaran mengenai mekanisme restitusi. Dalam kasus tertentu, 

negara lebih fokus pada perampasan aset untuk kepentingan umum dibandingkan 

dengan pengembalian kepada korban. 

Jika aset telah dirampas oleh negara dan tidak dapat dikembalikan, korban 

dapat mengajukan kompensasi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

(LPSK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana 

telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014. Namun, implementasi 

kompensasi sering kali menghadapi kendala karena prosedur hukum yang panjang 

dan minimnya koordinasi antara lembaga terkait. 

Hambatan lain yang diidentifikasi dalam skripsi ini adalah rendahnya 

kesadaran korban terhadap hak mereka serta kurangnya sosialisasi dari pihak 

berwenang. Banyak korban tidak mengetahui bahwa mereka berhak atas restitusi, 

sehingga mereka tidak mengajukan permohonan. Skripsi ini juga menyoroti 

pentingnya kerja sama internasional melalui Mutual Legal Assistance (MLA) 

untuk memulihkan aset yang telah dialihkan ke luar negeri. 

Sebagai solusi, peneliti merekomendasikan penyederhanaan prosedur 

hukum, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta sosialisasi yang lebih luas agar 

korban lebih memahami hak-hak mereka. Dengan perbaikan ini, diharapkan 
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pemulihan aset bagi korban TPPU dapat berjalan lebih efektif dan memberikan 

keadilan yang lebih baik bagi mereka. 

4.2 Faktor yang Menghambat Perlindungan Hukum dalam Pemulihan Aset 

TPPU 

Berdasarkan Pasal 46 KUHAP Ayat 2; “apabila perkara sudah di putus, 

maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada 

mereka yang di sebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim 

barang itu di rampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan 

sampai tidak di pergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai 

barang bukti pada perkara lain”. 

Hambatan teknis dan investigasi mencakup berbagai aspek yang 

memperlambat dan mempersulit proses pelacakan serta penyitaan aset. Proses 

pembuktian yang rumit, keterbatasan regulasi mengenai restitusi bagi korban, 

serta mekanisme hukum yang panjang dan birokratis menjadi faktor utama yang 

menghambat pemulihan aset. Selain itu, penggunaan teknologi canggih dalam 

praktik pencucian uang semakin menyulitkan aparat penegak hukum dalam 

menelusuri aliran dana ilegal. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki 

keahlian khusus dalam forensik keuangan dan analisis transaksi digital juga 

menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan regulasi antar negara serta rendahnya 

efektivitas kerja sama internasional dalam penegakan hukum semakin 

memperumit upaya pengembalian aset yang telah dipindahkan ke luar yurisdiksi 

nasional. 



67 
 

 
 

Di sisi lain, keterbatasan kesadaran dan partisipasi publik juga berperan 

besar dalam menghambat pemulihan aset TPPU. Rendahnya pemahaman 

masyarakat mengenai dampak negatif dari pencucian uang menyebabkan 

minimnya pelaporan terhadap aktivitas mencurigakan. Banyak individu atau 

institusi yang enggan melaporkan transaksi mencurigakan karena kurangnya 

sosialisasi mengenai mekanisme pelaporan atau kekhawatiran terhadap risiko 

yang mungkin timbul. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap aparat penegak 

hukum dan persepsi bahwa kasus TPPU tidak berdampak langsung pada 

kehidupan sehari-hari membuat masyarakat cenderung pasif dalam membantu 

proses pemulihan aset. 

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya yang lebih terstruktur 

dan koordinasi yang lebih kuat antara instansi terkait. Peningkatan kapasitas 

aparat penegak hukum melalui pelatihan dalam forensik keuangan dan investigasi 

digital menjadi langkah yang krusial. Selain itu, penguatan regulasi yang 

mendukung pemulihan aset serta peningkatan kerja sama dengan lembaga 

keuangan internasional harus menjadi prioritas. Di tingkat masyarakat, sosialisasi 

yang lebih luas mengenai bahaya pencucian uang dan pentingnya partisipasi 

publik dalam pemulihan aset perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan 

langkah-langkah ini, diharapkan hambatan dalam pemulihan aset TPPU dapat 

diminimalkan, sehingga proses pengembalian aset kepada negara dan korban 

dapat berjalan lebih efektif dan efisien 

4.2.1 Hambatan Teknis dan Investigasi 
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Seiring dengan perkembangan teknologi, metode pencucian uang juga 

semakin canggih. Pelaku tindak pidana sering kali menggunakan skema pencucian 

uang yang kompleks, seperti layering, yaitu pemecahan transaksi keuangan 

menjadi beberapa bagian kecil agar sulit dideteksi oleh otoritas keuangan. Teknik 

lainnya melibatkan penggunaan mata uang kripto yang memberikan anonimitas 

lebih besar dalam transaksi keuangan, sehingga sulit untuk dilacak oleh otoritas 

keuangan dan penegak hukum.  

Selain itu, aset hasil pencucian uang sering kali diinvestasikan dalam 

bentuk properti, saham, atau bisnis yang sah, sehingga mempersulit upaya 

pelacakan dan penyitaan oleh negara. Pelaku juga menggunakan pihak ketiga 

(nominee) untuk menyamarkan kepemilikan aset sehingga sulit dikaitkan 

langsung dengan pelaku utama. 

Hambatan teknis lainnya dalam pemulihan aset adalah keterbatasan 

sumber daya yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus 

TPPU. Tidak semua penyidik, jaksa, atau hakim memiliki keahlian khusus dalam 

investigasi keuangan dan digital forensik yang diperlukan untuk mengungkap 

jaringan pencucian uang yang kompleks.  

Kurangnya pelatihan dan teknologi yang memadai dalam investigasi 

keuangan sering kali menghambat kemampuan aparat hukum dalam 

mengumpulkan dan menganalisis bukti. Selain itu, koordinasi antarinstansi, 

seperti PPATK, Kejaksaan, Kepolisian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), belum 

selalu berjalan optimal. Ketidakefektifan dalam berbagi data dan informasi 

menyebabkan investigasi memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya.  
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Sebagai perbandingan, negara-negara yang memiliki sistem pemulihan 

aset yang lebih efektif telah membentuk unit khusus yang fokus pada pemulihan 

aset, dengan personel yang memiliki keahlian dalam investigasi keuangan, hukum 

perbankan, dan forensik digital. Indonesia masih memerlukan peningkatan 

kapasitas dalam bidang ini agar dapat lebih efektif dalam menangani kasus 

pencucian uang dan pemulihan aset bagi korban. 

Untuk mengatasi hambatan yang ada dalam pemulihan aset bagi korban 

tindak pidana pencucian uang, diperlukan sejumlah langkah strategis, termasuk 

penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta 

pemanfaatan teknologi dalam investigasi keuangan. Harmonisasi hukum antara 

mekanisme penyitaan aset oleh negara dan hak korban atas restitusi juga menjadi 

aspek penting yang perlu diperbaiki agar pemulihan aset dapat lebih efektif dan 

adil bagi semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana pencucian uang. 

Hambatan ini mencakup aspek teknis dalam investigasi keuangan, 

kompleksitas pembuktian, serta kesulitan dalam menelusuri aset yang telah dicuci 

oleh pelaku kejahatan. 

Salah satu hambatan utama adalah penggunaan teknik layering, yaitu 

metode di mana pelaku menyebarkan dana ke berbagai instrumen keuangan untuk 

menyamarkan asal-usul uang. Teknik ini memperumit proses identifikasi sumber 

dana ilegal, karena melibatkan banyak transaksi lintas negara dan penggunaan 

pihak ketiga sebagai perantara. 

Selain itu, pencucian uang semakin sulit dilacak karena pelaku 

menggunakan mata uang kripto, yang menawarkan tingkat anonimitas tinggi dan 
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mengurangi jejak transaksi yang dapat diakses oleh otoritas hukum. Penggunaan 

teknologi ini menghambat upaya investigasi tradisional yang berbasis sistem 

keuangan konvensional. 

Hambatan lainnya adalah kurangnya koordinasi antarinstansi, seperti 

PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Ketidakefektifan dalam berbagi data dan informasi menyebabkan investigasi 

memakan waktu lebih lama daripada yang seharusnya. Selain itu, keterbatasan 

sumber daya manusia dalam bidang forensik keuangan dan investigasi digital 

menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum dalam membongkar jaringan 

pencucian uang yang kompleks. 

Dalam konteks internasional, perbedaan regulasi antarnegara sering kali 

menghambat kerja sama hukum dalam pemulihan aset. Mekanisme Mutual Legal 

Assistance (MLA) diperlukan untuk mengakses informasi keuangan di negara 

lain, tetapi prosedur yang panjang dan birokratis membuat pemulihan aset lintas 

negara menjadi sangat sulit. 

Penelitian ini menyoroti bahwa untuk mengatasi hambatan teknis dan 

investigasi, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pemanfaatan 

teknologi investigasi yang lebih canggih, serta penyederhanaan prosedur kerja 

sama internasional. Dengan adanya perbaikan ini, diharapkan investigasi terhadap 

kasus TPPU dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang lebih optimal 

dalam pemulihan aset bagi korban. 
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4.2.2 Keterbatasan Kesadaran dan Partisipasi Publik dalam Pemulihan Aset 

Tindak Pidana Pencucian Uang  

Dalam proses pemulihan aset tindak pidana pencucian uang (TPPU) di 

Gorontalo, salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah rendahnya 

kesadaran dan partisipasi publik. Masyarakat memiliki peran penting dalam 

mendukung upaya penegakan hukum, terutama dalam hal pelaporan transaksi 

mencurigakan serta memberikan informasi yang dapat membantu aparat dalam 

proses pelacakan dan penyitaan aset. Namun, dalam kenyataannya, minimnya 

keterlibatan masyarakat justru menjadi faktor penghambat yang signifikan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat 

mengenai dampak negatif TPPU menyebabkan rendahnya partisipasi dalam 

membantu aparat penegak hukum. Banyak masyarakat yang masih menganggap 

bahwa pencucian uang merupakan kejahatan yang tidak berdampak langsung 

terhadap kehidupan mereka, sehingga mereka cenderung tidak peduli terhadap 

aktivitas-aktivitas keuangan yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Hal ini 

diperparah dengan kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang mengenai 

pentingnya pemulihan aset dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. 

Selain itu, sikap apatis masyarakat juga dipengaruhi oleh ketidakpercayaan 

terhadap aparat penegak hukum. Beberapa responden dalam penelitian ini 

mengungkapkan bahwa mereka ragu untuk melaporkan dugaan kasus TPPU 

karena merasa bahwa aparat sering kali tidak menindaklanjuti laporan yang 

diberikan. Kepercayaan publik yang rendah ini disebabkan oleh berbagai faktor, 

termasuk persepsi mengenai korupsi dalam institusi hukum serta ketakutan akan 
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adanya risiko atau ancaman dari pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana 

pencucian uang. 

Faktor lain yang turut mempengaruhi rendahnya partisipasi publik adalah 

kurangnya pemahaman tentang mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan. 

Dalam wawancara dengan beberapa narasumber, ditemukan bahwa sebagian besar 

masyarakat tidak mengetahui cara yang tepat untuk melaporkan informasi terkait 

aset hasil kejahatan. Meskipun pemerintah telah menyediakan kanal pelaporan 

melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan 

kepolisian, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan dan 

fungsi lembaga-lembaga tersebut. 

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pemulihan aset juga dapat 

dikaitkan dengan budaya permisif terhadap praktik-praktik ilegal yang telah 

mengakar di beberapa komunitas. Dalam beberapa kasus, masyarakat justru 

melindungi pelaku TPPU karena adanya hubungan kekerabatan atau kepentingan 

ekonomi. Misalnya, terdapat kasus di mana aset hasil pencucian uang digunakan 

untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur atau kegiatan sosial di daerah 

tertentu, sehingga masyarakat enggan untuk melaporkan aktivitas tersebut karena 

merasa turut mendapatkan manfaat. 

Dampak dari rendahnya kesadaran dan partisipasi publik terhadap 

pemulihan aset sangat signifikan. Ketika masyarakat tidak berperan aktif dalam 

memberikan informasi atau melaporkan aktivitas mencurigakan, aparat penegak 

hukum menjadi lebih sulit dalam menelusuri aliran dana dan menemukan aset 

yang telah disembunyikan. Akibatnya, banyak aset hasil kejahatan yang tidak 
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berhasil disita atau dikembalikan kepada negara, sehingga mengurangi efektivitas 

hukum dalam menanggulangi TPPU. 

Berdasarkan temuan ini, diperlukan langkah-langkah strategis untuk 

meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemulihan aset. 

Sosialisasi mengenai dampak TPPU serta mekanisme pelaporan harus lebih 

digencarkan, baik melalui media sosial, seminar, maupun kampanye yang 

melibatkan komunitas lokal. Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum 

perlu membangun kembali kepercayaan publik dengan meningkatkan transparansi 

dalam penanganan kasus-kasus pencucian uang serta memberikan perlindungan 

bagi pelapor agar mereka merasa aman dalam menyampaikan informasi. 

Dengan adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi publik, diharapkan proses 

pemulihan aset tindak pidana pencucian uang di Gorontalo dapat berjalan lebih 

efektif. Masyarakat yang lebih peduli dan aktif dalam melaporkan dugaan 

kejahatan akan membantu aparat dalam mengidentifikasi dan mengamankan aset 

yang berasal dari tindakan ilegal, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi 

penegakan hukum dan kesejahteraan social. 

Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat 

terhadap dampak negatif pencucian uang, yang menyebabkan minimnya 

pelaporan transaksi mencurigakan. Banyak individu atau institusi yang enggan 

melaporkan karena kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme pelaporan atau 

kekhawatiran akan risiko yang mungkin timbul jika memberikan informasi 

kepada aparat hukum. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum 
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juga menjadi faktor penghambat, karena adanya persepsi bahwa laporan sering 

kali tidak ditindaklanjuti secara serius. 

Selain itu, masyarakat sering kali tidak mengetahui hak-hak mereka terkait 

restitusi atau pemulihan aset yang telah disita. Kurangnya informasi mengenai 

mekanisme hukum menyebabkan banyak korban tidak mengajukan klaim atas 

aset yang berhak mereka terima kembali. Hambatan lainnya adalah sikap permisif 

terhadap praktik ilegal beberapa komunitas bahkan melindungi pelaku karena 

adanya hubungan kekerabatan atau kepentingan ekonomi. Dalam beberapa kasus, 

aset hasil pencucian uang digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur atau 

kegiatan sosial, sehingga masyarakat enggan untuk mengungkapkan kejahatan 

tersebut. 

Dampak dari kurangnya kesadaran dan partisipasi publik ini sangat 

signifikan terhadap efektivitas pemulihan aset. Ketika masyarakat tidak 

melaporkan atau tidak berperan aktif dalam memberikan informasi, aparat 

penegak hukum menjadi lebih sulit dalam menelusuri dan menyita aset hasil 

tindak pidana. Oleh karena itu, skripsi ini merekomendasikan peningkatan 

sosialisasi, edukasi hukum, serta transparansi dalam penanganan kasus pencucian 

uang agar masyarakat lebih memahami pentingnya pemulihan aset dan 

berpartisipasi dalam upaya pencegahan serta pemberantasan pencucian uang. 

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses pemulihan aset dapat berjalan 

lebih efektif dan memberikan keadilan bagi korban tindak pidana pencucian uang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pemulihan aset bagi korban tindak pidana 

pencucian uang (TPPU) di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat 

dalam Undang-Undang TPPU. Namun, implementasi regulasi ini masih 

menghadapi berbagai kendala, baik dari segi regulasi, koordinasi antar 

lembaga, teknologi, maupun kesadaran masyarakat. Hambatan utama dalam 

pemulihan aset mencakup kompleksitas proses pembuktian, panjangnya 

prosedur hukum, serta kurangnya mekanisme yang jelas dalam pengembalian 

aset kepada korban. Selain itu, teknik pencucian uang yang semakin canggih 

dan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum turut menjadi faktor 

penghambat yang signifikan. 

Dari sisi regulasi, meskipun sudah ada aturan yang mengakomodasi 

pemulihan aset, praktik di lapangan menunjukkan bahwa prosesnya sering kali 

panjang dan kompleks, sehingga menyulitkan korban mendapatkan hak 

mereka. Teknik pencucian uang yang semakin canggih, seperti layering dan 

penggunaan mata uang kripto, membuat investigasi lebih sulit dan 

membutuhkan teknologi serta keahlian yang lebih maju dalam forensik 

keuangan. 

Kurangnya koordinasi antarinstansi, seperti PPATK, Kepolisian, 

Kejaksaan, dan OJK, juga menjadi kendala dalam mempercepat pemulihan 
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aset. Hambatan lainnya adalah rendahnya *kesadaran dan partisipasi publik, di 

mana banyak masyarakat tidak memahami dampak kejahatan pencucian uang 

atau bahkan enggan melaporkan aktivitas mencurigakan karena kurangnya 

kepercayaan terhadap aparat hukum. 

5.2 Saran 

Untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset bagi korban tindak pidana 

pencucian uang (TPPU), diperlukan sejumlah langkah strategis. Salah satu upaya 

yang perlu dilakukan adalah harmonisasi regulasi agar aturan mengenai 

pemulihan aset lebih jelas, khususnya dalam memberikan hak restitusi kepada 

korban. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang terlibat, seperti PPATK, 

Kepolisian, Kejaksaan, OJK, dan LPSK, harus diperkuat agar proses penanganan 

kasus TPPU dapat berjalan lebih efektif dan efisien. 

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting 

dalam mempercepat pemulihan aset. Penyidik, jaksa, dan hakim perlu 

mendapatkan pelatihan lebih lanjut terkait investigasi keuangan dan forensik 

digital agar mereka lebih siap dalam menghadapi modus pencucian uang yang 

semakin kompleks. Selain itu, pemanfaatan teknologi canggih, seperti blockchain 

dan kecerdasan buatan (AI), dapat digunakan untuk melacak aset hasil kejahatan 

dengan lebih cepat dan akurat.  

Di sisi lain, proses hukum yang panjang dan rumit sering kali menjadi 

hambatan bagi korban dalam memperoleh kembali asetnya. Oleh karena itu, 

diperlukan penyederhanaan mekanisme hukum agar proses pengembalian aset 

dapat dilakukan dengan lebih ringkas dan efisien. Dengan menerapkan langkah-
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langkah tersebut, diharapkan pemulihan aset bagi korban TPPU dapat berjalan 

lebih optimal, memberikan kepastian hukum, dan menghadirkan keadilan bagi 

semua pihak yang terdampak 
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